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MOTTO

* Kejujuran merupakan sikap hidup terbaik dalam hubungan internasional,
hubungan interpersonal, hubungan kerja, bisnis, pendidikan, keluarga dan
pencegahan kejahatan karena hanya kejujuranlah yang mampu melakukannya dan
satu-satunya dasar yang dapat membangun hubungan terus berlanjut™

' Ramsey Clark. * Life Greatest Lesson’s (20 Hikmah Kehidupan), 2003 : 86
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RINGKASAN

Skripst vang berjudul “INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAIIA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH
CINEPLEX 21 GROUP (Studt Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 05/KPPU-L/2002)" berlatar belakang pada laporan vang ditujukan kepada
Komsi Pengawas Persaingan Usaha vang disampaikan oleh LSM (Monopoly
Watch) bahwa telah terjadi pelanggaran dalam bidang perfilman dan perbioskopan
vaitu monopoli bioskop yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group. Pihak-pihak
vang terkait dalam perkara ini yaitu, Monopoly Watch (Pelapor), P.T Camila
Internusa Film (Telapor 1), P.T Satrya Perkasa Fsthetka Film {Terlapor 11) dan
P'T Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor II1). Persamgan bismis curang yang
diduga dilakukan oleh Cineplex 21 Group adalah prakiek integrasi vertikal,
melakukan perjanjian tertutup, praktek monopoli, prakiek monopsoni, melakukan
penguasaan pasar, memiliki posisi dominan, melakukan jabatan rangkap dan
kepemilikan saham di beberapa perusahaan yvang lerafilhasi dan berperak pada
bidang yang sama serta terintegarasi

Permasalahan yvang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai kegiatan
usaha Cineplex 21 Group yang dapat dikategonkan sebagai praktek monopoli dan
persaingan  usaha ndak sehat di bidang distnbusi film, impor film dan
perbioskopan, prosedur pemerniksaan perkara yang dilakukan oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha terhadap indikasi praktek monopoli dan persaingan
usaha tdak sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group, analisa Putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tuuan umum dan wjuan kKhusus.
Metode penelitan dalam penulisan skripst im menggunakan pendekatan masalah
secara yuridis normatif. Sumber data vang digunakan adalah sumber data primer
dan sumber data sekunder, Penulis dalam hal pengumpulan data dilakukan melalw
studi Iiteratur dan studi lapangan. Berkanan dengan analisa data terhadap
permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode desknpul kualitaul yang

kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduknf

X
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Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teon dituangkan dalam penulisan
skripsi 1 sebagam bahan untuk membahas permasalahan vang ada Kesimpulan
vang diperoleh sebagai berikut kegiatan Cineplex 21 Group vang diduga telah
melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dengan
melakukan tindakan penguasaan terhadap barang dan atau jasa vang belum ada
substitusinya vang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
pesamgan usaha yang sama dan Cineplex 21 Group telah lebih menguasai lebih
dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jemis barang atau jasa terfentu.
Prosedur pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pengawas mula
dilakukan apabila Komisi Pengawas mendapat informasi telah tejadi pelanggaran
melalui orang yang mengetahui dan atau patut diduga telah terjadi p=lznggaran
atay Komisi Pengawas dapat melakukan pemenksaan langsung tanpa adanya
laporan. Di dalam Putusannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan
bahwa Cineplex 21 Group (P.T Nusantara Sejahtera Raya) telah terbukti secara
sah melanggar pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
kepemilikan saham mayonitas di P.T Intra Mandin dan P.T Wedu Mitra.

Saran yang dapat disumbangkar adalah subyek pelaksana peraturan
perundang-undangan ~ supaya dapat menjalankan mekanisme vang telah
ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 dengan baik dan benar
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya memperhatikan data dan fakta
secara cermat sebelum mengambil keputusan dan sanksi yang dibenkan harus
tegas schingpa membenkan efek jera. Perlu adanya aturan yang mengatur tentang
upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Pelapor apabila keberatan atas
putusan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan [Usaha

X
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era pasar bebas seperti sckarang ini, menuntut para pelaku
usaha untuk saling bersamg mencapai tujuan yang sama yaitu mencapai laba yang
optimum, serta memperoleh posisi vang domman pada sekior atau area usaha
yang ditckuninya Dalam rangka mencapai posist dominan dalam suatu pasar,
pelaku usaha seringkali melakukan usaha-usaha yang fidak etis melalui prakiek-
praktek persaingan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan terjadinya prakiek
monaopoli,

Praktek monopoli ternyata tidak hanya terjadi dalam industri serius saja,
termyata industri hiburan pun tidak terlepas dari ancaman prakick monopoli
Bisnis bioskop sekarang ini dapat dikatakan cukup menjanjikan, selain dibanjiri
film-film impor, perfilman nasional sudah mulai bangkit. Semakin banyak
tawaran yang dapat disajikan kepada konsumen pecinta film, membuat bioskop-
bioskop yang telah ada pada sast ini seakan tidak mampu menampung jumiah
penonton yang memngkat belakangan ini.

Cineplex 21 Group merupakan salah satu perusahaan perbioskopan yang
ada di Indonesia Cineplex 21 Group didinkan sejak tahun 1970 oleh
Sudwikatmono dengan perusahaannya yamitu P.T. Subentra Nusaniara yang
sckarang telah berubah nama menjadi P'1. Nusantara Sejahtera Raya Namun
sejak tahun 1980 terdapat beberapa perusahaan yang bergubung dengan Cineplex
21 Group, yaitu P.T. Camila Internusa Film dan PT. Satrva Perkasa Esthetika
Film. Sejak tahun berdirinya hingga sekarang, Cineplex 21 Group telah memiliki
gedung boskop hampir di 14 propmnsi, yaitu DK Jakarta, Jawa Timur, Jawa
Barat, Jawa tengah, Jambi, Lampung, Riau, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan
Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan NAD. Selain itu,
Cineplex 21 Group juga telah mempunyai 36 bioskop dari 61 bioskop yang ada di
beberapa kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Surabaya (Media
Indonesia, tanggal 2 Agustus 2002)
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Disamping bergerak dalam bidang usaha bioskop, Cineplex 21 Group juga
memasok film-film impor untuk film-film Holywood dari major companies, yaitu
Warner Bross, Twentieth Century Fox, Columbia Tristar, Buena Vista dan UIP
yang tergabung dalam Motion Picture Association (MPA), melalui perusahaan-
perusahaan yang tergabung seperti P.T. Camila Intemusa Film., P.T. Satrya
Perkasa Esthetika Film dan Nusantara Film.

Monopoly Watch sebagai LSM yang mengawasi persaingan usaha di
Indonesia melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap dugaan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha perbioskopan dan
industri perfilman ini. Penelitian dan penyelidikan dilakukan bukan untuk
mematikan perdagangan film, melainkar untuk mengawasi lalu lintas
perdagangan dan sektor perbioskopan, agar tidak terjadinya iklim persaingan
usaha tidak sehat.

Menurut Monopoly Watch, monopoli yang terjadi di sektor perbioskopan
ini pada dasarnya karena figa hal, yaitu distribusi, impor film, dan bioskop.
Berdasarkan data yang dimiliki Monopoly Watch, jumlah film impor asal
Amerika dan Eropa, sampai Juli tahun 2002 sebanyak 95 judul. Sebesar 59
persennya diimpor olch kelompok usaha Cineplex 21 Group. Angka ini turun dari
tahun sebelumnya yang mencapai 61 persen dari 147 film Amerika dan Eropa
yang diimpor. Pemilik bioskop non 21 Group mengeluh bahwa mercka sering
tidak mendapatkan film-film box office dari distributor dan hanya dapat memutar
film terscbut dua tahun atau lebih sctelah film tersebut diputar di bioskop
Cineplex 21 Group (Kompas, 11 September 2002).

Terdapat indikasi yang mengarah tentang adanya prakiek monopoli dan
persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group.
Berdasarkan pemantauan oleh Monopoly Watch, Cineplex 21 Group di lima kota
besar, yaitu Jakarta, Depok, Bekasi Bogor, dan Surabaya telah memiliki 102 layar
dari 178 layar yang ada (Kompas 6 Juli 2002). Bioskop Cineplex 21 Group di
beberapa kota dimiliki oleh P.T. Subentra yang sekarang ini telah berubah nama
menjadi P.T. Nusantara Sejahtera Raya, seperti di Jakarta dipegang oleh P.T.
Studio Subentra, di Batam dipegang oleh P.T. Batamindo Subentra, di Jawa Barat
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Liad

dipegang oleh P.1. Sanggar Subentra dan di Sulawesi Tengah dipegang olch P.T
Pan Subentra.

Oleh karena itulah maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih
lanjut suatu karya ilmiah berbentuk sknpsi dengan judul *Indikasi Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Cineplex
21 Group (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
05/KPPU-1L/2002)".

1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan urman pada latar belakang diatas. penubs merumuskan
permasalahan sebagal benkut:
|. apakah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group dalam hal
distribusi film, impor film dan perbioskopan dapat diindikasikan sebagal
praktek monopoli dan persaingan usaha tdak sehat 7

I~

bagaimana prosedur pemeriksaan perkard yang dilakukan oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha terhadap indikast praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak schat vang dilakukan oleh Cineplex 21 Group?

3. bagaimana analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
05/KPPLI-L20027

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skrpst ini, penulis mempunyai tujuan vang dibedakan
menjadi tujuan umum dan tujuan kKhusus.
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan  skripst Nl adalah tujuan yang bersifal
akademis, vaitu:
| untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih
gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

2 sebagai sarana  untuk mengembangkan 1lmu  yang telah diperoleh

diperkulhahan dan sumbangan pada Alma Mater tercinta.
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1.3.2 Tujuan Khusus

I, untuk mengetahui apakah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Cineplex 21
Gorup dalam hal disimbusi film, mmpor film dan perbioskopan dapat
diindikasikan sebapai prakiek monopoli dan persaingan usaha tidak schat.

2. untuk mengetahui prosedur pemenksaan perkara yang dilakukan oleh Komisi
Pengawas Persamngan Usaha terhadap mdikasi praktek monopoh dan
persaingan usaha tidak schat vang dilakukan oleh Cineplex 21 Group,

3. untuk menganalisa Pumusan Komisi Pengawas Persamngan Usaha Nomor
05/KPPU-L/2002.

1.4 Mctodologi
Metodologi merupakan cara kerja yang bersifat untuk memudahkan
pelaksanaan suatu kematan guna mencapal fujuan yang ditentukan. Selan itu,
metodologi merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajan
lingkungan terhadap penmasalahan yang ada. Penulisan skripsi mi, menggunakan
metodologi sebagai benkut
1.4.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah dalam penuhisan sknpsi i secara yundis normatf
Pendekatan yundis norman{ adalah pendekatan masalah denpan cara menelaah
dan mengkap permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Soemitro, 1990:10).
1.4.2 Sumber Data
Dalam penulisan sknpst i, sumber data yvang digunakan adalah:
1. Sumber data primer
Sumber data pnimer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di
lapangan dan hasil wawancara amu interview dengan pihak-pihak  vang
bersangkutan atau lembaga vang terkait. Berkatan dengan hal tersebut, dalam
penulisan sknipsi i data pnimer diperoleh dan keterangan dan penjelasan hasil
wawancara dengan pemilik bioskop Tanjung Surabaya.
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2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan

mengenal sumber data primer, maka dalam penulisan skripsi ini sumber data

sekunder diperoleh dari:

a Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti scpala
peraturan  perundang-undangan yang berlaku  dan  berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas (Soekanto, 1986:52).

b.bahan hukum sckunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap biahan hukum primer misalnya hasil penelitian, dan karya-
karya pakar hukum, majalah hukum, artikel hukum dan lainnya (Soekanto,
1986:52)

1.4.3 Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data akan diperoleh data-data yang diperlukan untuk
menganalisis permasalahan yang telah ditentukan. Penulis dalam hal ini
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. studi literatur
adalah suatu pengumpulan data dengan mempelajan dan menelaah buku-buku.
perundang-undangan, tulisan para sarjana, koran dan dokumen-dokumen yang
berkmtan dengan adanya indikasi prakiek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group, untuk selanjutnya dipelajari,
dipahami sebagai satu kesatuan yvang utul.
2. studi lapangan
wawancara adalah pengumpulan dats yang dilakukan dengan tanya jawab
secara langsung yang dilakukan secara terperinci dan  terarah dengan
menggunakan daflar pertanyaan guna penyempurnaan skripsi ini dengan yang
pihak-pthak terkait sehingga diperoleh data yang valid, dalam hal ini pihak
manajemen bioskop Tanjung di Surabaya (Soekanto, 1986:230)
1.4.4 Analisa Data
Penulis dalam melakukan analisa data terhadap permasalahan yang ada
menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya ditelash dan
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dianahsa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teon yang berkaian
dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1990:39).

Selanjutmya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir
dedukuf, yaitu suatu metode analisa yang berangkal dan pengetahuan vang
bersifat umum untuk menilai kejadian vang bersifat khusus. Data vang sudah
dianalisa selanjutnya dibahas vang dimulai dan permasalahan vang bersifat umum
menuju permasalahan vang bersifat khusus unmk memperoleh suatu Kesimpulan
{Soemitro, 1990:39),
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BAB 11

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Monopoly Watch”, pada hari
Jumat 5 Juli 2002 mendatangi Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU). Mereka melaporkan scjumlah temuannya berkaitan dengan adanya
dugaan praktck monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan
Cineplex 21 Group. Pihak Monopoly Watch menilai Cineplex 21 Group telah
melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahin 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopcli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Cineplex 21 Group telah
melakukan monopoli di bidang impor film, distributor, bahkan monopoli
perbioskopan( Kompas, 6 Juli 2002),

Dalam kasus ini pihak-pihak yang terlibat yaitu:

1. Monopoly Watch sebagai pihak Pelapor;

3

P.T. Camila Internusa Film sebagai Terlapor I;

P.T. Satrya Perkasa Esthetika Film sebagai Terlapor [1;

P.T. Nusantara Sejahtera Raya sebagai Terlapor 111

Monopoly Watch dalam laporannya kepada KPPU terdapat adanya

indikasi pelanggaran terhadap beberapa pasal Undang-undang Nomor S5 Tahun
1999, yaitu:

r.h."..l.l

1. pasal 14, bahwa Group Cineplex 21 telah melakukan integrasi vertikal,

2, pasal 15 ayat (1), Group Cineplex 21 diketahui melakukan perjanjian tertutup
dengan produsen film lokal dalam hal pemutaran film;

3. pasal 17, Group Cincplex 21 telah melakukan monopoli dengan dimilikinya
hak tunggal dalam hal pendistribusi film-film dari major companies terutama
di wilayah Jakarta;

4. pasal 18, pelanggaran berupa monopsoni:

5. pasal 19, Group Cineplex 21 melakukan penguasaan pasar dengan dimilikinya
prioritas untuk mendistribusikan film-film major companies ke bioskop Group
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21 dan juga dapat menentukan secara sepihak bioskop yang dapat menerima

copy film dan menayangkannya, baik diluar maupun di dalam Group 21;

6. pasal 25, tentang penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki Groop 21
dalam hal persyaratan perjanjian kerja sama dengan produsen film nasional:

7, pasal 26, tentang jabatan rangkap;

8. pasal 27, tentang pemilikan saham di beberapa perusahaan yang terafiliasi dan
bergerak dalam bidang yang sama serta tenntegrasi, yaitu: bisnis bioskop,
distribusinya dan impor film;

Selain dalam sural yang disampaikan kepada KPPU tertanpgal 5 Juli 2002,
Monopoly Watch (Pelapor) menvampaikan data tambahan melahd surat
tertanggal 1 Agustus 2002 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

l. terdapat beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Group 21 yang
bergerak di bidang pendistribusian film, di tingkat daerah atau lokal:

2. bahwa sejak terjadinya perubahan kepemilikan sejak tahun 1998,
mengakibatkan perubahan susunan kepengurusan dalam perusahaan-
perusahaan di lingkungan Group 21;

3. bahwa major companies Hollywood, yang menentukan dalam A{PA4 adalah
bentuk kartel eksportir, yang kemudian berkolaborasi dengan monopoli
impor film di Indonesia (dalam hal ini dipegang oleh Group 21 dan Harris
Lasmana sebagal pimpinan Group 21 sckaligus Agency of major
compenies).

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa maupun Majelis
Komuisi atas kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor § Tahun
1999 dari keterangan berbagai pihak vang bersangkutan serta surat dan dokumnen
yang ditelin, didapatkan dan dimlai dan hasil investigasinya, maka disimpulkan
hal-hal sebagai benkut:

I. Terlapor 1. Terlapor Il dan Terlapor 11l terintegrasi secara vertikal dalam
rangkaian jasa pendistnbusian dan penayangan film impor MPA, namun
penguasaan tersebut di bawah 50% dari keseluruhan film impor sehingea
bukan merupakan integrasi vertikal seperti yang dimaksud dalam pasal 14
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0,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Perjanjian yang dibuat oleh Terlapor | atau Terlapor 1| dengan beberapa
angpota MPA ndak memuat persyaratan-persyaratan mengenal keharusan
untuk memasok kembali kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu,
sehingga perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup seperti vang
tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

. Terlapor | dan Terlapor 11 telah menguasa distnbusi film impor MPA, namun

penguasaan tersebut kurang dan 50% kescluruhan film impor pada tahun 2001
dan 2002, schingga kegatan yang dilakukan oleh Terlapor | dan Terlapor |1
bukan merupakan kegiatan monopoli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Meskipun Terlapor 1l menguasai pangsa pasar bioskop first run di sebagian
kota, namun tidak ditemukan adanya buku dilakukannya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagiman dimaksud pasal 17 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999

Bahwa jumlah film yang diumpor oleh Terlapor I dan Terlapor 11 tidak lebih
50% dari kescluruhan film impor schingga bukan merupakan kegiatan
MONopson.

Film-film impor yang ditayangkan di bioskop milik Terlapor 11 tidak bersifat
muttualy exclusive artinya film-film tersebut juga dapat ditavangkan di
bioskop non 21 Group pada saal yang bersamaan dan ndak ada paksaan bagi
importir film untuk memasok filmnya ke bioskop 21 Group sehinnga bukan
merupakan kegiatan monopsom sebagmmana yang dimaksud dalam pasal 18
Undang-undang Nomor § Tahun 1999

Terlapor | dan Terlapor Il mendistribusikan film kepada bioskop 21 Group
dan kepada bioskop non 21 Group berdasarkan pertimbangan tekms dan
ckonomis, schingga bukan merupakan praktek diskriminasi sebagaimana
dimaksud pasal 19 hurufd Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Penguasaan film unpor oleh Terlapor | dan Terapor 11 adalah kurang dari
50%, Terlapor | dan Terlapor Il udak berada pada posisi dominan
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999

9. Terlapor 111 berada pada posisi dominan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat
(2) di sebagan besar kota, namun tdak ditemukan bukt adanya penetapan
svarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen
memperoleh jasa penavangan film yang bersaing atau membatasi pasar atau
menghambat pelaku usaha bioskop lain vang berpotensi menjadi pesaingnya
sechingga tidak memenuhi ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999,

10. Bahwa Harris Lasmana dan Suryo Suherman menduduk: jabatan rangkap pada
jabatan-jabatan strategis dibeberapa perusahaan importir film dan atau
perusahaan bioskop vang hal im berpotensi besar untuk timbulnya prakiek
monopolt dan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi sampai berakhimya
pemeriksaan  Majelis Komisi belum menemukan cukup bukti  untuk
menyatakan perangkapan jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak schat, scbagaimana dimaksud pasal 26
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Il Terlapor Il terbukti mempunyai saham mayoritas di beberapa perusahaan
vang bergerak di idang perbioskopan yailu PT Intra Mandiri dan PT. Wedu
Mitra dh pasar bersangkutan yang sama yaitu Surabaya. Bioskop-bioskop yang
dimliki oleh kedua perusahasn menguasai lebih dan 50% pangsa pasar,
sehingga kepemilikan Terlapor 1l terscbut memenuhi ketentuan pasal 27
Lindang-undang Nomor 5 Tahun 1999

12 Bahwa ndak ditemukan bukti bahwa Terlapor 11l melakukan kegiatan
pengambilalihan saham scbagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)
Undang-undang Nomor § Tahun 1999

Sehingga dan beberapa kesimpulan-kesimpulan di atas, dalam Putusan

KPPU memutuskan:

I Menyatakan Terlapor | yaitu PT Camuila Internusa Film dan Terlapor 1] yaitu
PT Satrya Perkasa Esthetika Film tidak terbukt melanggar pasal 15, pasal 17,
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pasal 18, pasal 19, pasal 25, pasal 26, pasal 27 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999,

- Menyatakan Terlapor 111 yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti
melanggar pasal 15, pasal 17. pasal 18, pasal 19, pasal 25, pasal 26 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999

. Menyatakan Terlapor | yaitu PT Camila Intermusa Film, Terlapor 11 yaitu PT
Satrya Perkasa Esthetika Film, dan Terlapor 11l PT Nusantara Sejahtera Raya
nidak terbukti melanggar pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,

. Menyatakan Terlapor Il yaitu PT Nusantara Sejahtera Rava terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999,

. Memenntahkan kepada Terlapor [11 yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk
mengurang kepemilikan sahamnya di PT Intra Mandiri dan atau PT Wedu
Mitra atau mengambil tindakan lain sehingga tidak melanggar pasal 27 dalam
waktu 48 (empat puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal dibacakannya
Putusan ini

- MenghukumTerlapor 111 yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk membayar
denda RP 1.000.000.000 (satu muilyar rupiah) apabila Terlapor 11l tidak
melaksanakan diktum 5 (hima) di atas.

Menghukum Terlapor 111 yaita PT Nusantara Sejahtera Rava untuk membayar
denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan mla denda
vang dikenakan untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan diktum 6
(enam) hingea han ke-30

- Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum 7 (tujuh) terlewati,
maka Putusan imi akan diserahkan kepada penyidik untuk  dilakukan
penyidikan sesum peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Menyarankan Walikota Makassar untuk mencabut SK Nomor 542002 atau
mengambl tindakan lain, sehingga tidak terjadi pengaturan tata edar fim
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1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat.
Pasal 4
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak schat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama
melakukan penguasaan produksi dan atau penguasaan barang dan atau
Jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku
usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh
puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Pasal 14
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam
rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian
produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu
rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan
lerjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
Pasal 15 ayat (1)
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya
akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut
kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
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Pasal 17

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan alau jasa vang dapat mengakibatkan terjadinva
praktek monopoli dan atau persaingan usaha ndak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas
produksi dan atay pemasaran barang dan atau jasa scbapaimana
dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
b. mengalkibatkan pelaku usaha lain tidak dapai masuk ke dalam
persamgan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
¢. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dan 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu,
Pasal 18
(1) Pelakn usaha dilarang menguasm penerimaan pasokan atau menjads
pembeh tunggal atas barang dan atan jasa dalam pasar bersangkutan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persmngan
usaha ndak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penenmaan pasokan
atau menjadi pembeli tungpal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
apabila satu pelaku usaha atan satu kelompok pelaku usaha menguasai

lebih dan 50% (lim puluh persen) pangsa pasar atau satu jens barang atau
jasa lertentu.

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satm atau beberapa kegiastan, batk sendin

maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopolt dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa.

a menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau
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b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk
tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ilu;
atau

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar
bersangkutan; atau

d. melakukan prakiek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 25
(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk:

a. menetapkan syarat-svarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah
dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa
yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau

b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

¢. menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar bersangkutan.

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1)
apabila:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau
jasa tertentu; atau

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
75% (tujuh pulub lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa terteniuw.

Pasal 26

Sescorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu

perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi

dircksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan
tersebut:

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
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c. secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau

jasa tertentu,
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.
Pasal 27
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan
sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar
bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan vyang
memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama,
apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dan 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu ;

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dan 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau
jasa tertentu.

Pasal 30
(1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi

Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

(2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

(3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang
dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat;

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
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¢. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan
prakick monopoli dan atau persaingan usaha tidak schat yang
dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang
ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;

d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada
atau tidak adanya prakick monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat;

e. memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang ini;

. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang
ini;

g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf ,
yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang
melangpar ketentuan undang-undang ini;

i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti
lmin guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

j- memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
pelaku usaha lain atau masyarakat,

k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

I. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif’ kepada pelaku usaha
yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pasal 38 avat (1) dan (2)

(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah

terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang
telah terjadi pelanggaran.dengan menyertakan identitas pelapor.

(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap
undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi
dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadi
pelanggaran  serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan
identitas pelapor

Pasal 47

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif

terhadap pelaku undang-undang yang melanggar ketentuan undang-undang
ini.
(1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berupa;
a. Penelapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
b. Peritah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
¢. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan
persaingan usaha lidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan
atau
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan
posisi dominan; dan atau
e. Penctapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan
usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28; dan atau
{. Penctapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima milyar),
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2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Monopoli

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal | angka 1 monopoli mendefinisikan
monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau
atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.

Berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Undang-undang yang secara
langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam Black’s Law Dictionary
penckanan lebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa yang menghapuskan
persaingan bebas, yang pada akhimya juga akan menciptakan penguasaan pasar,
Sedangkan monopoli yang dilarang oleh Section 2 dari Sherman Act adalah
monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan
persaingan dan atau untuk tetap mempertahankannya. Hal ini memberikan
konsekuensi dimungkinkan dan diperkenankannya monopoli yang terjadi secara
alamiah, tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut untuk melakukan
monopoli (Yani dan Widjaja, 2000:15).

Sedangkan pengertian dari praktek monopoli menurut pasal 1 angka 2
Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh
satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur dari praktek monopoli
adalah:

1. terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku  usaha

ckonomi;
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3. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat; dan

4. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum (Yani
dan Widjaja. 2000:17).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selama suatu
pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat maka hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu prakiek
monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang ini,
meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi. Sedangkan
dikatakan telah terjadi pemusatan kekuatan ekonomi apabila terjadi penguasaan
nyata dan suatu pasar yang bersangkutan sehingga harga dari suatu barang dan
atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai
permintaan dan penjualan tetapi semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih
pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.

Hal tersebut scjalan dengan tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional,
hanya sayangnya pengertian kepentingan umum dalam kaitannya dengan masalah
monopoli ini tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga masih diperlukan penafsiran
dalam prakick penerapan Undang-undang ini (Sitompul,1999:26).

Monopoli yang dilarang oleh Undang-undang Nomor S Tahun 1999 adalah
monopoli yang menyebabkan terjadinya konsentrasi pasar, Apabila suatu pasar
mempunyai  produksi tertentu dan hanya ada satu perusahaan dalam suatu
geografis tertentu dan satu-satunya yang memproduksi produk tersebut denpan
cara sedemikian rupa menutup kemungkinan perusahaan lain memproduksi
produk yang sama, perusahaan tersebut dapat dikatakan telah melakukan
monopoli. Prinsip larangan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah larangan terhadap perilaku (restrictive businness practices) dari
pelaku usaha dan juga terhadap struktue pasar (market stucture restraint). Prinsip
larangan tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf ¢, dimana secara
scksama persentase yang terdapat dalam ketentuan tersebut hanyalah pemicu
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(friggering event) bahwa pelaku usaha diduga atau dianggap melakukan praktek
monopoh atau persaingan usaha tidak schat (Juwono, 1999:36).

2.3.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan adalah beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang
sama (sejenis), bersama-sama, masing-masing berusaha sekeras-kerasnya
melebihi yang lain, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besamvya
(Purwosutjipto, dalam Abdulkadir, 1995:228).

Bagi dunia usaha, persaingan dipandang sebagai hal yang positif. Dalam
teori ilmu ekonomi, persaingan yang sempuma (perfect competition) adalah suatu
kondisi pasar yang ideal. Suatu kondisi pasar yang ideal, paling ‘idak teidapat
empat asumsi yang melandasi terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu
pasar tertentu, yaitu:

l. pelaku pasar tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau
jasa;

2. barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha betul- betul sama (product
homaogeneity);

3. pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar
(perfect mohility of resources);

4. konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempuma tentang
berbagai hal, diantaranya kesukaan (preferences), tingkat pendapatan (income
levels), biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan
jasa (Juwono, 1999:30).

Pada dasarnya persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku
usaha itu sendiri dan juga konsumen. Dengan persaingan tersebut, para pelaku
usaha akan berlomba memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus
menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang
terbaik kepada konsumen (Juwono, 1999:30). Persaingan akan berdampak pada
semakin cfisiensinya pelaku usaha di dalam menghasilkan produk atau jasanya.

Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena
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mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga
yang murah dan kualitas yang baik.

Berdasarkan pasal | angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
pengertian dari pelaku usaha adalah:

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentu badan
hukum atau bukan badan hukum vang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
baik  sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Suatu pasar yang dimonopoli cenderung berakibat negatif, karena

konsumen tidak mempunyai alternatif pada saat membeli produk atau jasa

tertentu. Sedangkan bagi pelaku usaha, monopoli akzn berdampak pada inefisiensi

dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya persaingan (Juwono,

1999:32).

Pada dasarnya terdapat tiga sebab terjadinya monopoli di suatu pasar,
yaitu:

1. suatu produksi barang atau jasa yang efisiensi sangat dipengaruhi oleh faktor
skala ekonomi, dimana biaya produksi total rata-rata suatu perusahaan semakin
menurun maka semakin besar skala produksi perusahaan tersebut;

2. inovasi teknologi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik yang
menyangkut tehnologi proses maupun tehnologi produk atau kepiawaian
perusahaan dalam memasarkan barangnya;

3. hak yang diberikan kepada suatu perusahaan oleh pemerintah untuk bertindak
sebagai penjual atau produsen tunggal dari suatu barang dan jasa.

Struktur pasar dalam kajian hukum persaingan usaha secara umum terbagi
dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pasar Persaingan Sempurna
Pasar dikatakan bersifat persaingan sempurna jika mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:

a. barang atau jusa yang diperdagangkan adalah homogen, artinya tidak ada
barang atau jasa subtitusi didalam pasar tersebut;
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b. jumlah pembeli dan penjual sangat banyak, baik penjual maupun pembeli
tidak dapat mempengaruhi harga pasar;

c. tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk ke dalam pasar bagi setiap
pelaku usaha yang ingin berdagang;

d. semua pelaku usaha mengetahui seluruh informasi yang berkembang di
pasar.

2. Pasar Monopoli

Struktur pasar monopoli ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. hanya ada satu penjual di pasar yang dapai menentukan sendiri berapa
barang atau jasa yang dijual di pasar;

b. tidak ada penjual lain yang menjual barang atau jasa yang dapat mengganti
secara baik (close subtitute) barang atau jasa tersebut di pasar;

¢. terdapat halangan bagi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.

3. Pasar Oligopoli

Struktur pasar oligopoli terletak diantara struktur pasar monopoli dan struktur

pasar persaingan usaha. Struktur pasar ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai

berikut:

a. terdapat beberapa (sedikit) penjual di pasar, sementara pembeli relatif
banyak;

b. kedudukan penjual di pasar sangat kuat karena dapat mempengaruhi
distribusi produk ke pasar dan menentukan harga;

¢. pada umumnya hambatan untuk masuk pasar (harriers 1o entry) diciptakan
dengan membentuk suatu kolusi diantara para penjual di pasar.

Untuk struktur pasar oligopoli ini mencapai suatu bentuk pasar persaingan
diantara para penjual di pasar, tetapi apabila penjual di pasar melakukan kolusi,
maka maka pasar akan mengarah pada strukiur pasar monopoli sehingga hal ini
dapat melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Apabila pasar dalam keadaan yang demikian, maka penjual akan dapat mengatur
distribusi barang atau jasa di pasar dan pengaturan tersebut berdampak pada
rendahnya jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar sehingga dengan
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sendirinya akan dapat menaikkan harga.

Penguasaan atas produk dan atau jasa pemasaran yang dapat
mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat terjadi
antara lain dengan cara (tetapi bukan satu-satunya cara) apa yang dapat kita sebut
sebagai presumsi monopoli. Presumsi tersebut menyatakan bahwa oleh hukum
dianggap telah terjadi suatu monopoli dan atau persaingan curang, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya (Fuady, 2003:76).

Pengertian persaingan usaha tidak schat menurut pasal 1 angka 6 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.

Dalam literatur ilmu hukum anti monopoli, biasanya yang diartikan
persaingan usaha tidak sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap:

1. harga barang dan atau jasa;
2. kualitas barang dan atau jasa; dan
3. kuantitas barang dan atau jasa.

Pada dasarnya tidak ada suatu larangan bagi individu maupun badan
hukum yang menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi besar,
walaupun demikian hendaknya pengembangan usaha tersebut harus diikuti
dengan cara-cara yang layak dan benar, karena penggunaan cara-cara yang
menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak jelas merupakan suam
pelanggaran terhadap ketentuan monopoli (Yani dan Widjaja, 2000:18).

2.3.3 Pengertian Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan menurut pasal | angka 4 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing
yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di
pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan
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akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa terientu.

Dari pengertian posisi dominan di atas, terdapat tiga hal yang harus
dimiliki agar pelaku usaha dapat dikatakan mempunyai posisi dominan, yaitu:

1. mempunyai pangsa pasar yang cukup besar atau posisi tertinggi;
2. memiliki kemampuan keuangan yang kuat; dan
3. memiliki kemampuan akses pada pasokan atau penjualan.

Menurut Posner dan Landes (dalam Sitompul, 1999:36), posisi dominan
persaingan tanpa mengalami penurunan penjualan yang signifikan dalam waktu
yang singkat, sedangkan kenaikan tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan
tidak seharusnya dilaksanakan, maka penjual tersebut dikatakan memiliki “market
power”.

Secara teoritis, ada tiga jenis pendekatan yang dapat dilakukan untuk
menentukan terjadi atau tidaknya posisi dominan yaitu dengan mengukur kinerja
perusahaan, persaingan, dan struktur perusahaan.

2.3.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan
batasan pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut Pasal tersebut,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi vang dibentuk untuk
mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU didirikan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
serta Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas
Persaingan Usaha., Undang-undang membedakan antara tugas dan wewenang
KPPU. Tugas KPPU mencakup kegiatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 35
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, serta pasal 4 Keppres Nomor 75 Tahun
1999, yaitu:

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam
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pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam
hal ini terdapat tugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian yang
dilarang  meliputi  oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah,
pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integarasi vertikal, perjanjian tertutup,
serta perjanjian dengan pihak luar negeri, yang memuat ketentuan monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat:

2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Penilaian dilakukan terhadap kegiatan
yang dilarang seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan
persekongkolan;

3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 sampai
dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pengaturan dan
penilaian dilakukan terhadap penyalahgunaan dan larangan terhadap posisi
dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan;

4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi:

a. memberikan saran dan pertimbangan terhadap Komisi terhadap kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak schat;

b. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-
undang ini;

¢. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden
dan DPR.

Di dalam memahami kewenangan KPPU (Pasal 36 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999), harus mampu memilah bagian yang menjadi wewenang

dan bagian yang menjadi kewajiban. Menurut Sitompul (1999:91), dalam pasal 36
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huruf a sampai dengan d dan huruf k adalah kewajiban bukan wewenang karena
apabila wewenang. komisi boleh saja tidak melakukannya.

Perincian tugas dan wewenang dari KPPU terlihat bahwa kewenangan
komisi pengawas hanya terbatas pada kewenangan administratif saja, walaupun
terdapat kewenangan yang yang mirip dengan badan penyidik, badan penuntut
bahkan badan pemutus tetapi hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan
hukuman administratif (Fuady, 2003:103).

KPPU dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, didukung oleh
sebelas anggota, dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
disebutkan angpota KPPU sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang
anggota, masa jabaten anggcta komisi adalah 5 (lima) tahun dan diangkat lagi 1
(satu) kali masa jabatan. Anggota KPPU diangkat berdasarkan Keppres Nomor
162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam keanggotaan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, dalam pengangkatan anggota KPPU harus melalui mekanisme
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan ketua dan wakil ketua dipilih
oleh anggota.

Berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai
persyaratan untuk menjadi anggota KPPU, terdapat persyaratan yang dapat
dibuktikan dengan jelas yaitu mengenai kewarganegaraan dan umur, tempat
tinggal, tidak pernah dipidana dan tidak pernah dinyatakan pailit, sedangkan
persyaratan lainnya seperti beriman dan bertagwa, berpengalaman di bidang
hukum dan atau ekonomi, jujur berkelakuan baik adalah relatif sulit untuk
membuktikan dengan jelas. Anggota Komisi dilarang untuk terlibat dalam
kegiatan lain selain kegiatan sebagai anggota Komisi, dan anggota Komisi
dilarang berpartisipasi langsung dalam kegiatan atau transaksi di pasar modal atau
transaksi yang menjadi subyek pelaksanaan undang-undang.

Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga bisa berhenti
karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
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bertempat tinggal diluar wilayah Republik Indonesia:

- sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dinyatakan dengan surat
keterangan dokter yang berwenang;

berakhimya masa jabatan keanggotaan Komisi:

diberhentikan antara lam karcna tidak lagi memenuhi persyaratan mengenai

keangpotaan KPPU sebagaimana disebutkan di atas

e
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1.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, vaitu:

1. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group dalam hal distribusi,
impor film dan perbioskopan diduga telah melakukan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat karena dengan melakukan tindakan:

a. penguasaan terhadap distribusi barang dan atau jasa yang belum ada
substitusinya;

b. yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama dalam hal ini pemilik
Cineplex non 21 Group;

¢. Cineplex 21 Group sebagai kelompok usaha menguasai lebih dari 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Praktck monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh

Cineplex 21 Group tersebut mengakibatkan pengusaha non Cineplex 21 Group

harus menyerahkan pengaturan pemutaran film dan pengelolaan bioskopnya

sendini kepada kekuatan importir tunggal tersebut sehingga keuntungan yang
diperoleh tidak maksimal. Pengusaha non Cineplx 21 Group juga tidak dapat
mengembangkan usahanya dan tidak mendapatkan iklim bisnis yang kondusif,

2. Prosedur pemeriksaan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
dilakukan apabila Komisi mendapatkan informasi telah terjadi pelanggaran
melalui orang yang mengetahui dan patut diduga telah terjadi pelanggaran atau
melalui pihak yang merasa dirugikan. Komisi Pengawas dapat melakukan
pemeriksaan langsung walaupun tanpa adanya laporan. Berdasarkan laporan
tersebut, makn Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan
membertuk Tim Pemeriksa

3. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkaitan dengan dugaan
pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 17, pasal 18, pasal 19
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4. dan pasal 25 yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group adalah tidak tepat karena
berdasarkan fakia-fakta yang ada telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran
terhadap pasal-pasal tersebut. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 27 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group sudah tepat. Berdasarkan
adanya laporan dari Monopoly Watch maka Terlapor 11, P.T Nusantara
Sejahtera Raya telah terbukti secara sah melanggar ketentuan pasal 27 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang kepemilikan saham mayoritas di
P.T Intra Mandiri dan P.T Wedu Mitra dan memerintahkan kepada Terlapor 111
untuk mengurangi kepemilikan sahamnya itu.

2.2 Saran

1. Bahwa subyek pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang persaingan

usaha dalam hal ini Cineplex 21 Group, Komisi Pengawas Persaingan lsaha,

Monopoly Watch dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menjalankan

mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

dengan baik dan benar sebab hal tersebut akan menjadi preseden apabila terjadi

kasus yang sama,

2. a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya memperhatikan data dan
fakta secara cermat sebelum mengambil keputusan. Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya
bersikap tidak memihak sehingga didapatkan suatu putusan yang
memuaskan para pihak yang terkait dan juga sanksi yang diberikan harus
tegas schingga memberikan efek jera;

b. Komisi perlu untuk meningkatkan kinerja dengan mengadakan pengawasan
efektif sebelum adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi prakiek
monopoli dan persaingan usaha tidak schat di semua sektor industri di
Indonesia.

3. Perlu adanya aturan tentang upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pihak

pelapor keberatan atas putusan yang diberikan karena dalam Undang-undang
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Nomor 5 Tahun 1999 hanya mengatur upaya hukum bagi pihak terlapor
(pelaku usaha) untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi;
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PUTUSAN

PPerkara Nomor ; 05/KPPU-L2002

Komisi Penyawas Persaingan sahas selunjutnya disebut Komist yang memeriksa duzaan
pelangparan terhadup Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan Prakiek Monopoli
dan Persamgan Usaha Tidak Sehat selanjutnys disebut UL No, 5 Tabun 1999, yang diduga
dilnkukan oleh:

L PT Canala Internusa Film, yang beralamat kantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 96 Gedung
B, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terlapor |;

gt

P'T Satrva Perkasa Esthetika Film, vang bernlamat kantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 57,
Jukara Pusm, selanjumys disebut sebagat Terlapor 1

3. PT Nusantars Sejahtern Rayve, yang beralamat kantor di Jalan  Walid Hasyim Nomaor 96
Cicelung B, Jakarts Pusai, selinjutinya disebur sebagni Terlapor 111

Lelah mengambul putisan sebagm berikut :

Majelis Komist—sveeeeees s

Setelal mendengar keterangun Palapor;

Setelah mendengar keterangan para Tetlapar ————vrerrees

Seteluh mendengar keterangan Saksl-Saksi - ereesressssssrass

Setelah menelit dokomen-dokumen;-———————— ..

Seteloh melokukan penyeliditan s
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TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pelapar dengan siratnya tertanggal 5 Juli 2002 yang disampaikan
kepada Komisi pada mnggal 5 Juli 2002, menyutakan pada pokoknya sehagal berikut:eeem-

15,

Bahwa dalam bidang perfilman dan perbioskopan ditemukan adanya dugaan kuat
pelunggaran terhadap UU No, 5 Tahun 1999 yaitu Monopoli Bioskop yang
dilakukan vleh Group 21, yang mengakibatkan persaingan bisnis curang dalum

bentuk sehagai berikut:

20 5 B

Bahwo Group 21 tclah melukukan prakick mtegrs vertikal dengan
alusan babwa Group 21 memiliki hak tunggal dalam mendistribusikan
film-film  dant mgjor companies yang diberikan oleh pihak MPA
(shstributor film-film Hollywood: 21 Century Fox, Universal Studio,
Wamner Bross, Buena Vista International Touch Town dan Columbia Tri
Star}. Pendistribusian dilakukan oleh 3 (tiga) perusahann yang terafilias
yaitu: Terlapor 1, Terlapor 11, dan PT Subentra Nusantarn; —— -

Hahwa Group 21 telah melakukan perjanjion tertutup dengan alasan
bahwi kerja samu produsen film lokal dengan Group 21 dalam
pemutaran film, seluruh promesi (printed media: poster, banner, dan
medis massa: klan media cerak dan media elekironik) dibebankan
kepada pihak produsen film. Bagi hasil pendapatan ditempkan dengan
formuly S0%-50% etelab dipotong PTO (pajak luntonan), Negosiasi
dilakukan kedun beluh pihak untuk melakukan pemutaran film perdana
produsen film tupi produsen tidak memiliki bargaining position dan
semua kesepukatun hasil negosiasi tidak tertuang dalam bentuk surat
parganjian ticdak neriulis—--- - ..

Bahwa Group 21 telah melakukan monopoli dengan alasan babwa
dengin sdanya bak unggal tersebut Group 21 memiliki prioritas wntuk
mendistribusikan film-film dari major companies ke bicskop Group 21,
terutamma i wilayah Jakarta. Sedangkan untuk hioskop di luar Group 21
harus memirunkan barga tands masuk, karena film terschut telah diputr
lebily dabulu di bioskop milik Ceroup 21, Akibatnyi film tersebut sudah
tdak up to diate alins film bekas, schingga memirmnkan minat penontan

B T R T 1 S
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L14.

Bahwa Group 11 telah melakukan monopsoni dengan alssan hahwa
Group 21 memiliki hak runggal dalam distribusi film-flm dari major
companies yang diberikan oleh pthak MPA (distributor film-film
Hollywood: 20" Century Fox, Universal Studio, Wamer Bross,
Paramount, Wali Dnsney, Meto Goldwyn Meyer, dan Columbia Tr
Star). Pendistribusian dilakukan oleh 3 perusahaan yang teiafiliasi wainu:
Terlapor |, Terlupor 11, dun PT Subentra Nusantara;

Bahwi Group 21 telah melakukan penguasaan pasar dengan nlasan
bahwa dengan hak tunggal tersebut Group 2| memiliki prontas untuk
mendistribusikan film-film major companies ke bioskop Group 21,
termtama di wilsyah Jukarn. Group 21 juga sccara sepihak dapat
menentikan bioskop muma saja baik di dalam maupun di huer Group 21,
vang dapal menerima copy film dan menayungkannya. Schingga ketika
bloskop-bioskop & luar  Group 21 mendapat  giliran  untuk
menayangkunnys, mercks harus menckan harga karena film mijor
tersebut telah dipitar lebih dabulu di bioskap 21, karena film ersebut
sudals tidak np fo date alins film bekas sehingga menurunkan minag
penontan dan rendubinys jumlah penonton;

Hahwa Group 21 memiliki posisi dominan denpan alasan bahwa
persyaratan perjonjian kerja sama produsen film nasional dengan Ciroup
21 dalum pemuturan filnd tidak dalam keadaan seimbang yang mana
selurwh promaosi (printed mediu: poster, banner, dan media massa: iklan
media cetuk dan media elekironik) dibebankan kepada pthak produsen
lilm nasional, Bagi hasil pendapatan 50%-50%, setelah dipotang 10
(pajk  tontonan), Neposiasi dilskukan kedus belah pihak untuk
melakukan pemutaran film perdana produsen film nasional tapi produsen
tidak  memiliki  bargaining position dan  semua kesepakatan  hasil
negosiast tdak tertuang dalam bentuk sumat perjanjian/tidak tertulis-——

Bahwa Group 21 melakukan jabotan rungkap dengan alassn bahwa
Jabatun rangkap fersehut terlibat pada periliku dun aktivitas heberapa
personalin yaug namanya selulu uda pada beberapa posisi di beberapa
perusahivin berbeda yvang terufilingi;

Hahwa Group 21 telub melanggar Pasal 27 UU No. 5§ Tahun 1999
tentang kepemilikin saham dengan alasan bahwa kepemilikan saham d
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beberapn perusahann vang terafiliosi dan bergerak pada bidang yang
sumo setta terintegrasi yaitu bisnis bioskop, distribusinys, dan impor
filmy; —--

1.2, Buhwa karena itu Pelapor meminta kepada Komisi untuk melakukan pemenksaan; -~

Menimbang bahwa Pelapor menyampuikan data tambahan melalui suratnya termanggal |
Agustus 2002 yang pada pokoknva menvatakan sehagai berikut:

2.1, Bahwa ada perusahaan-perusshaan wemfiliasi dengan Group 21, vang bergernk di
bidang pendist-ibusian (ilm di tingkat daerah s lokul;

(2]
[B*)

Hubwa tegiadi perabahon kepemilikan sejak tahun (998, yung mengakibatkan
perubahan susunan kepengurusan dalam  perusahasn-perusabaan di lingkungan
Grroup 21;

13, Babwa major companies Hollywood (Wamer Bros, Twentieth Century Fox,
Columbia Tri Star, Buena Vistu, UIPY, vang menentukin dalam MPA { Mation
Pigrure Association) adalab bentuk kartel ekspartir, yang kemudian berkolaborasi
dengan monopoli impor film di Indonesin (dalam hal ini dipegang oleh Group 2|
dan Harris Losmana sebagai Pimpinan Group 21 sekaligus Agency of major

EORRInIEY ), -

Memmbang bahwa kemudian Komisi melakukan Pemeriksuan Pendahuluan berdasarkan
Surat Penetapan Komisi Nomor 22PEN/KPPUNTI002 tentang dugaan manopali oleh
Group 21 terhinng mulal tanggal 2 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 12 September

2002;- . :

Menimbang bahwa antuk e kemudian Komisi berdusarkan Surnt Keputusan Nomor
ASVKEMKPPUNTININ0Z memutuskan Fasal Hasan Basr, SE, MA schagnl Ketua Tim
Pemeriksa, Dr. Synmsul Maarif, SH, LLM, dan Ir. Todjuddin Noersaid masing-masing
sehagal Anggom Tim; dan untuk membantu mgas Tim Pemerikss, Dircktur Eksckutif
berdnsarkan Surat Tugus Nomor 19/SET/DEVINZ002 menugaskan Siswanto, SP, Setva
Budi Yullanto, SH, Harun Al Rasyid, SH, MH, dan Dedv Sani Ardi, SE masimg-masing
sebapai lnvestigator, = - e

Menimbang  bahwa dalam Pemenksaan  Pendibuluan werungkap bahwa PT Subentra
Nusantara telah berubah nama menjadi Terlapor 11; semen

Menimbang hahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa tolah miendengir
keterangan dari Pelapor, Terlapor 1, Telapor 11, dan Terlapor 111;
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Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelupor dan Terlapor telah dicamar
dulam Berita Acara Pemeriksaan (selunjutnya disebut BAP);

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluen dan tanggal 2 Agustus
2002 sampal dengan 12 September 2002, Tim Pemeriksa merckomendasikan agar Komisi
melakukan Pemeriksann Lanjotan:

Menimbang bahwa ferhadip rekomendasi Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendabuluan, maks
Komisi berdasarkan Sural Penetapan Nomor 24/ PEN/KPPU/VII 2002 menetapksn untuk
melanjutkun pemeriksaan perkam laporan No, DS/KPPU-L/2002 dalam jangks wakm 60
(enam puluh) hari kerja rerhitung mulai tanggal 13 September 2002 dan dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) har kerja:z-

Menimbang bahwn untuk e kemudian Komisi berdasarkan Sueat Keputusan Nomaor
AWKEPKIPUAX 2002 memutuskan Faisal Hasan Basri, SE, MA sebagni Ketuu Majelis
Komisi, Dr, Syamsul Maanf, SH, [.LM dan Ir. Tadjuddin Noersaid masing-masing scbagai
Anggots Majelis Komisi, dan untuk membanty tgas Majelis Komisi, Direktur Eksekutif
berdasarkan Sural Tugas Nomor 2USET/DEAX2002 menugaskan Siswanto, SP, Setya
Budi Yulianto, SH, Harun Al Rasyid, SH, MH, dan Dedy Sani Ardi, SE masing-masing
sebapnl investiguior;

Menimbang  hahwa dalann Pemenksaan  Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar
keterangan dari Terlapor 1, Terlapor 11, dan 4 {empat) arang Saksi, yang identims
lengkupnya sda pada Majelis Komiss;

Menimbiang  huhwa dalam Pemerikshan Lanjutan, Majelis Komisi telah  melakukan
pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Terlapor [, Tetlapar [1, Terlapor 111, dan 15 (lima
belus) oeung saksi yang wentitas lengkapnya ada pada Majelis K omisi:

Memmbang bahwa setelubs jangka wakin 60 (enam puluh) hari kerju Pemeriksaan Lanjutn,
Majelis Komisi memandung perfu untuk memperpanjang jangks waktu Pemeriksaan
Lanjuran ferhining dart woggal 7 Januas 2003 samgpai dengan wnggal 18 Februart 2003
dengin Surat Penetapan Komisi Nomor DUKPPU-PEN/12003: cem

Memmbang bahwa detam masa perpangingan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi relah
mendengar keterangan dan 6 (enam) orang saksi, yang identitns lengkapnya wla pada
T TR el 1T e — - —

Menimbang bahwa selunjutnya identitas serta keterangan Saksi dan Terlapor telah dicatat
T G Y o —— AP
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Memmbang bahwa dalam Pemerivsaan Pendshuluan dan  Pemeriksaan Lanjutan tefah
didapatkan, ditelii dan atay dinilal 271 (Jua ratus tujuh pulub satu) surat dan stag

dokumen;--

Menimbang bahwa puda akhimya Majelis Komisi mempunyai bukti yang cukup untk

memitiskan perkara in-—

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa menurnt keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada
tanggal 23 Agustus 2002 dalun Pemeriksaan Pendshuluan, Pelapor menyatakan pada
pokokoya sehogai berikut; -

Ll

Bahwu sebogai pemegang hak distribusi flm major companies, PT Subentrs
Nusantara jugs memiliki dan mengoperasikan bioskop Group 21, Melalui Harris
Lasmana mereka dengan mudah mendapatkan film-film dari lusr negeri, Inilah yaug
kemudian menimbulkan conflict of interest, yang mana bioskop vang berada dalam
kategori fiest rune selaly mendapatkan keuntungan vang lebih besar dibundingkan
biaskop second run dilihat dari seg jumlsh penonton:

Bahwa PT Subentra Nusantira sebagai induk, juga memiliki perusahnan-perusahazn
distributor dengan nama yung berheda-beda, namun dikelola oleh MANIEmen Yang

EATL TR

Bahwa barriers to entry tidak hanya tergadi dalam misnperoleh film unpor, tetag

Juga padi akses penavangan film nasional & bioskop Group 21. Groap 21 tidak

pernah menggunnkan perjunjian secara tertelis dulym setiap transaksinys, sehingga
perusahasn boskop non-21 atau produsen film nasional tidak memiliki pilihan lain
kecual harus menerima segala aturan darl Group 21 ;-

Bahwa bioskop bunyak merugi atms mati karena adanya barriers to entry dalam
memperoleh film-film bermut, meskipun menurut Menteri Budayn dan Pariwisata
dan Gabungan Pengusaha Bioskop Selurub Indonesia (GPRST) bioskop nasional
hanyak yang mat karena pembagakan VOD dan isu pembaynran pajak; ———e—

IS,
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Menimbang bahws menurul keterangan yanyg dissmpaiksn di depan Tim Pemeriksa pada
tungyal 2 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor 11 yang diwakili oleh
Harris Lasmana selaku Direktur Ttama dan Tri Rudy Anitio sclaku Dircktur, menyuotakan
pada pokaknys sehaga berikut:

2.1 Bahwa Terlapor 111 adidah pamys bard dari PT Subentra Nusanturs, yang bergerak
dalam mdang usaha penayangan film (perbioskopan);

11, Bahwa terkait dengan hok cipta, Terlapor [T1 sdalah mitre distributor film dalam
mengeksploitasi hak cipa, buken pemilik atau pemegang hak cipta, Kerje sama
vang dilakukan dengan distributor atau importir termasuk Terlupor | dan Terlapor I
dilakukan denpan sisiem bagy hasil;--————

23, Hohwa pembagian hasil antara Terlapor (11 dengan Terlapor [ dan Tetlapor 1T
dilakuknn  dengan  perbitungan 1wl pemasukan dan Hargs  Tanda  Musuk
{selanjutnys disebut dengan HTM) dikurang: pajak tontonan yang berlaku di daerah
masing-masing dan sisanyis dibagi dua. Mekanisme ini juga berlaku uotuk semua
bivakap dan distributor;

2.4, Bohwa standur baky agar Glm dapat diputur &i bioskop Terlapor 1 adalah film
dalum betuk pita selitloid 35 mm, elab lulus sensor, dan telah dilakukan negosiasi

jadwul myang;

25 Bahwa bioskop Group 21 yang tersebar di Indonesia terbagi dalam bioskop-bioskop
vang dimiliki lanpsung oleh Terapar 1l dan bioskop-bioskop yang dimiliki
berdasarkan kerjn sama dengun pengusaha-pengusaha lokul. Kepemilikan ssham
terendah oleh Terlapor 1 dalam pola kerja suma adalah sebesar 37,5%; e

6. Hahwa kematian bioskop tidek hanya terjadi pada bioskop-bioskop non-21 tetupi
juga pacda bioskop Group 21, Penyebab rutupnya beherapn bioskop tersebut adalah:
pettama, persoalan teknis seperti tanahiys mau dipakai untuk kepentingan lain; dan
kechia, permusalahin ekonomis seperti persaingan dengan Video Rental, TV Swisty,
VED dan DV D ving menyajikan kualitas gambar lebih baik;

27, Bahwa sebagian besar bioskop yang tutup tersebul adalah bioskop vang berads
dalum kelas menengah ke bawoh, mengingat dalam kelus tersebut sangat lemah
tmEkar BNIMORY-=-eereeansss

Menimbang baliwa menurnt keteringan yang disampaikan di depan Tim Pemneriksa pada
tanggal 4 September 2002 dalam Pemeriksann Pendahuluan, Terlapor [ yang diwakili ole!
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Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri Rudy Anitio selaku Courporate Secretary,
menyatakan pada pokoknya sebagal berikut:

3.1 Bahwa Harris Lasmana adalab Dircktur Utama Terlapor 11 dan Juga merangkap
sebogai Direktur Utama Terlapor 1:-—

32, Babwa pemilik suham Terlapor [ adalah Sunaryo 50% dan Sularno 50%;

3.3 Bahwa twerdapat 2 (dus) sistem transaksi dalum kegiatan iumpor film yaitu pertame,
sistemn yang mendasarkan pada komisi atas keuntungan yang diperoleh. Sistem i
memberikan kwenangan kepada perusshaan importir untuk mendistribusikan film
di dalam negeri berdasarkan komisi. Apabila ternyats merugi, maka pernsahaan
importie fersebut  hanya menanggung  sehagian biava. Kedwo, sistem yang
mendasarkan pada penjualan putus. Dalam sistem ini, perusahaan importir akan
membayar secara flar kepada perusahaan luar negeri, sehinggn apabila temnyata
merigl merupakan nuiko sepenubnys bagi perusabman importir;

3.4, Hohwa ada bebernpa biava vung tidak dapat diganti (reimbursed) oleh perusahaan
istributor laur negert misalnye iklan i media massa, Garansi minimum dan biaya
mas copy film tidak ada, sedangkan jumish copy tiap judul filmnya tidak ditentukan
oleh Terlapor 1, tetapi dientukan oleh distributor luar negeri misalnys Columbia

Pictures stau United Tntemational Pichures:

3.5 Bahwa Terlapor | mendistribusikan fili kepada bioskop Croup 21 dan bioskop non-
21, Terlapar | berkepentingan untuk memastikan hahwa Blmnya dapat diputar di
bunyak bioskop don seloma mungkin. Dalam hal mi Terlapor 1 juga harus melibat
kurakteristik dani film yang akan dijual;

36.  Bahwa dalam mendistribusikan copy film, Terlapor | mempertimbungkan beberapa
Wl Pertama, jwmlah copy yong tersedia dan priaritas wilayah berdusarkan
pervlehan pendapatannya. Ada wilayah-wilayah yang prioritusnys tidak konstan
seperti Makassar, Palembang, Semarang dan Medan. Terdaput kendnla-kendala
spesifik berdasarkan wilayalmya. Kedua, Terlapor 1 lebih memprioniskan bioskop-
bioskop yang HTM-nya lebih wmahal, contohnyn: Senayan dan MPX Grande.
kemudian bary kelas yang 0i bawahnya dian seterusiye. Mekanisme ini berlaky
umtuk semua bioskop tanga memperhatikan spakah it busskop Group 21 atau
hioskop non-21. Contoh bioskop non-21 yung menayangkan bersama pada first run
dengan bioskop CGroup 21: MPX Grande, Viva, Buarai, Galaxy, Regent, Citra dan
liin-lain; —— R

_____—-.-q..l
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Menimbung bahwa menurit ketevangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada
tanggal 5 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor T yang diwakili oleh
Jimmy Herjanto selaku Direktur Utama dan Tri Rudy Anitio scluku Coorparate Secretary,
menyutakan puds pokoknya sebagai berkut:

41, Buhwa Terlapor 11 adaluh pernsahassn importi film dengan lisensi impor dari
Dnsney, Century Fox dan Warner Bross: s

4.1, Habhwa Terlapor 11 tidak berhuk untuk memperbanyak copy filim karena copy film
merupakan bagian dari hak cipta stas fitm yung dilindungi oleh Undang-undang dan
menjadi milik produsen atau distributor luar negeri, Terlupor 11 hanya melakukan
distribusi copy film, yang didusarksn padn pertimbangan ekonomis dan teknis,
Selwma mi terdapat 8 (Jdelapan) wilavah yang dimtamakan vaitu Jabombek, Jawa
Timur, Bundung, menyusul kemudian 4 (empat) dagrah ymitu Bali, Ujung Pandang,
Medan dan Semarang;

4.3.  Bahwa HTM bioskop ditentukun oleh masing-masing bioskop vang distur olch
Pemermtah Daerab sclempat, karena terkait dengan pajak tontonan. Pengaturan tarif
didasarkan pada fasilitas dan pelavanan vang dibenkan sesuai golongan yang
ditentukan berdasarkan standar minimum oleh pemerintah daerah setempat;

Memmbang babwa menur keterungan di bawah sumpah yang disampaikan di depan
Majelis Komisi pada tanggal 16 Okwber 2002 dalam Pemenksaan Lanjutan, Suksi |
menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:— -

5.0 Balwa pada era seteluh ahun 1960-an, tidak ada larangan bag pelaku usaha asing
untuk membuka bioskop-bioskop di Indonesia. Monopali perfilman dimula pada
saat Menter Pencrangan dijabar Hirmoko, dengan membentuk 3 (riga) asosias)
importic film yaro: Asosiasi Film Eropa Amerika, Asosiasi Film Mandarin, dan
Astsiast Filin Asin Non-Mandacin. Selanjutaya ketiga asosiasi tersehut dikuasai
oleh SUPTAN;—--

5.2, Bahwa sebaga priddusen film nastonal, Saksi pernah mendapatkan perlakuan tidak
adil dulam hal penayangan fitm-fitm yang diproduksi Saksi. Kondisi ini sekarang
telah berubah, buhikan film-film nasional telah mendapatkun kesempatan vang sama
dengun film-film wmpor untuk diputar Bioskep Group 21;

Menimbung balws menurat keterungan di bawah sumpah yang disampaikan di depan
Majelis. Komisi padi tunggal 17 Oktober 2002 dalam Pemeriksasn lanjutan, Saksi 11
menyatakon pacda pokoknya sebagai berikut:———-
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6.l.  Bahwa Saksi bergerak di bidng impor film;

6.2, Buhwa Saksi memsakan sulit untuk mendapatkan kesempatan supaya film-film yang
diimpomya dapat diputar i bioskop Group 21;

6.3, Bahwa salah satu film yang diimpor Saksi pernah diputar di binskop Group 21 pada |
bulan Desember 2001, namun hasilnya tidak bagus, karena dipumr pada hari
pertama bulan Puasa. Pads bulun Januari 2002, Saksi terakhir kali meminga kepada .
Group 21 untuk dupat memutar film-film yang dimpornys, namun tidak mendapat |
Jawaban; i

64.  Bahwa sejak beroperasinyi bioskop Makassar Theater dan Studio 21, banyak [
bioskop di kot Makassar yang tutup seperti : Paramount, Jstana, Dewi dan lain-
lain;

Menimbang bahwa menurut ketersngan di bawaly sumpab yang disampaikan di depan
Majelis Komisi pada tanggal | November 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi 111
menyamkan pada pokokoya sebagai berikut:

7.1 Babwa saat ini Saksi bergerak dalam bidang distribusi dan impor Hlm, meskipun
dulu pemuh memproduksi film nasional;

1.2 Duhwa khusus untuk (ilm first rn & wilayah Jukurta, Medn, dan Sumbaya, Saksi

selalu bekerjn sama dengan Terupor (11, sedangkon daerah lamnye melaln
distributor tam: i

7.3, Babwa kerja sama antars Soksi dengan Terlapor 1T dilukukan secara lisan
berdasarkan kepercaynan dengan sistem bagi husil 50% - S0%;

T4, Babwa keberadwn bioskop Group 21 lebih menguntungkan Saksi, karena Saksi
tiduk perlu menempatkin g orang-orang kepercayasannya di bioskop-hinskop yang
memutar film-film Saksi;

1.5, Bahwa selama ini Saksi merasa tidak ada kendala film-filmnya untuk diputar pada
bioskop Group 21,

Menimbang bahwn menurut keterangan di bawah sumpa yang disampatkun ¢ depan
Majelis Komisi pada langgal | November 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi [V
menyatakan pada pokuknya sebagal berikut:

1. Buhwa Saksi tidak pernah melibat perlakuan curung Group 21 mengingat bioskop
non-21 jugn dipasok film oleh Group 21— -

Lo
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82 Bahwa pihak MPA memang pernah berusaha untuk melakukin diresy distribution,
telap) karena persoalan megarive five dalom bidang perfilman, maka MPA tidak bisa
mewnjudkan niatnya,—-

B3 Buhwa importir-importic selain Terlapor | dan Terlapor 1T juga mendapatkan
kesempatan untuk memperaleh film-film dari MPA, fetapi semuanya berdasarkan
commercial decivion dari MPA;—

Menunbang bahwa menumat keterungan yang disampaikan di depan Majehs Komisi pada
tanggal 6 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lunjutan, Terlapor 1 yang diwakili oleh Harris
Lasmana selaku Direktwr Utama dan Tri Rudi Anitio selaku Coorporare Secretary,
menyatakan padn pokokn va sebigai berikyt:—-——

9.1, Bahwa Terlapor 1, Terlapor 11, dan Teddapor 111 tidak berada dalam satu kelompok
usaha yang sama karens 21 adolah merk dagang bioskop Group 2. Sementam
Ferlapor [ dan Terlupor [T adafah perusahaan distributor film;—

9.2 Babwa Terlapur I telah memusek il ke Swe Zhe Cinema sejak bulan Mei 2002
dan bahkan sejok bulan Seplember 2002 Terlopor | telah memasok 2 (ua) copy film
ke Kota Makussar dengan konsckuensi tiduk bersamasn dengan Jakarta agar 3 (tiga)
hioskop yang ada i Makassir dapat memutar film yang sima secar serempak;-—.-

Menimbang habwa menum ketermigan yang isampaikan i depan Majelis Komisi pada
tanggal 6 Januar 2003 dalam Pemeriksaan Lanjuran, Terlapor 11 yang diwakili oleh Jimmy
Hegunto selaku Dicektr Umma dan T Rl Anitin selaku  Coorporate Secoretary,
menyitakin padu pokoknyn sebagai berikue:

HLL Dhaliwa penggunoan teknolog vang bersertifikasi TIX dari Lucas, Lid. California,
USA hanys kunmg lebih 5% dan seluruh bioskop Group 21, Terlapor IT tidak tahu
SECArD persis mengapn perusidsan sepert Lucas, L, menunjuk kelompok usahanya
sebigai rekan bisnisnya. Sertifikusi tersebut bukan merupakan dasar ketja sama
Terlupor 11 dengan produser MPA dan dalam kontruk kerju sama antam Terlapor 11
dengan MPA tidak pernakb ihsyaratkan perthal rersebut:

0.2, Bahwa rerkiit dengan mekanisme yang dijalankan oleh Manajemen Terlapor 11,
apabils adu pelaku usaha bioskop bara yang ingin mendaputkan film-film dan
Fevlapor 11, biasanya pelaku usaha tersebut rerlebib dahulu menghubungt Terlapor 11
sehelum  bioskop  beroperast untuk  membicarakan pasoknn  {ilm, termasuk
kesepukatan ppakal ukan memperoleh film first run atan second run, Terlupor 11
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akan memberikon pertimbangan-pertimbangan tertentn terhadap bioskop yang sikan
dioperasikan; mann

HL3, Bohwa Terlapor 1 tidok membuat standar khusus bagi pelaku usaha hioskop bam
vang ingm mendapatkan (ilm-film dari pihak Terlapor 11, Salah satu pertimbangan
yang wmim adalah kipasitas tempat daduk, karena berhubungan dengan keuntungan
yang akan diperoleh. Bissanya hal itu paralel dengan keinginan mercka untuk
memperoleh keonungan maksimal:

10.4.  Bahwa memurat Terlapor T siapa pun berbak untuk membuks bioskop dan tidak ada
keharusan bagr pelaku usaha bioskop baru untuk berbagi saham atau berafiliasi
terlebite datmln dengan Croup 21;

0.5, Behwa benar di beberapa daerah pemilik bioskop non-2] memiliki hubungan
kepemilikan saham di bioskop-bioskop 21 di kota setempat. Di beberaps daerah,
pemilik bioskop lokal menawarkan kerja sama dengan Terlapor [IL Namun ada
beberapa bioskop non 21 yung tidak mempunyai bubungan kepemilikan saham
dengan Group 21 seperti bioskop President di Medan, Maokassar Theater di
Makassar dan MPX Grande di Jakarta. Alasan kerja sama itu dilakukan karena
investasi untuk mendirikan bioskop cukup tinggi dan mempunyai nsiko cukup
tinggi. Ristko terscbut menyehabkan mereks menawarkannys kepada Terlapor 11;-

10,6, Bahwa biasanya kerjn sama yang dilakukan diawali dengan merenovasi bioskop dan
kemudian  dilanjutkan  pada  pengoperasiannya, Bils  ada proyek baru  yang
ditawarkan, maka secara etis Terlapor 111 skan menawarkan juga kepada mereka
Pernah terjudi pelaku usaha & dacrab yang sebelumnys punya porsi sasham & Group
21 kemudian menarik kembali sahammya scperti di Bamm, karena yang
bersangkutan beralih bidang usaha, Selanjutnya Terlaper 111 membeli kembali
sahom tersebut;-—

1.7, Bahwa diseribution right dari MPA bukanlah bentuk exclusive apreement dalam arm
bulvwa telah tertutup kesempatan bag: pelaku usaha nasional lain untuk bekerja sama
dengin MPA dalam mendisimbusikan film-filmnya, kirena tidak ada ketentuan
tersebut dalam perjanjian yang dimaksud. Namun exelusive agreement itu menjadi
benar dalum arti evelusive agreement untik tap-tiap judil film yang diberikan dan
itu berlaku untuk seluruh produser, bukan hanys MPA saja. MPA ndak nungkin
nkan melakukan perjanjian dengan perusahaan lain untik wilayah edur & Tndonesia

apabila untuk judul film vang bersanghutan telah diberikan kepada Terlapor |
wiaupun Terlipor 11— —— —— e

12
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0.8, Bahwa penghention sementars pasokan film ke bioskop-bioskop di kota Makassar
berawul dari adanya Surat Sekretaris Kots Makassar yang memberitahukan adanyn
Tim Tut Edar Filin di Makassar dan juga pemberian dispensasi kepada Swe Zhe
Cinema untuk memutar midnight show pada pukul 2030 WIT, serta adanya 5K
Walikota Nomor 542002 vang isinya mengenai pembentukan Tim yang akan
mengatur Tata Edar Film di Makassar i bawah Dinus Infokom, meskipun
sebelumnya Terlupor 11 telah melakukan pertemuan dengan Walikotm Makussar dan
Walikota Makassar memberikan jaminan fidak aken ada Tata Edar Film di

Makassar;

10.9.  Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 pihak Pemerintah Kota Makassar
mengeluarkan SK Walikota Nomer 562002 yang isinya mengenai penundaan
pemberlakuan SK Walikota Nomor $4/2002 sampai dengan Februan 2003, Terkait
dengan 5K penundaan tersebut, Terlapor 11 kemudian memasok kembali fitm ke

Mukassar;

1010, Bahwa meskipun secara ekonomis tidak menguntungkan, Terlapor 11 teluh memasok
2 (dua) copy film untuk Maoknssar dan permintaan pasokan film dilekukan secara

tertuliy; ————aeeae

101 Babwn ada reneans intuk mengurangi atag mengubah shove ownership, namun
Terlapor 1l ukan mempertimhangkan langkah-langkah ke depan dan sangat rerbuka
apabila memang, dibutuhkin untuk menambah atay barangkali ads keinginan untuk
menguatkin perisihaan, seperti risalnya pada saat krisis tahun 1998 yang laluge——

Menimbing bahwa menurut keteraogan i bawah sumpah yang disampaikan di depan
Majelis Komisi pada tanggal 13 Januar 2003 dalam Pemeriksaan Laojutan, Sakm V

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

P Bahwa keluorga Suksi sejak tabun 1965 sudah menggeluti usaha perbioskopan, dan

pada akhir tabun 2001 Saksi membangun gedung bioskop di Miskassar —-

TL2. Bahwa bentuk kerjn sama antura bioskop Saksi dengan pemilik pedung berlaku
wntuk pangka wakty tertentu dengan membayar bisya sewa tertentu dan apabily
omazet melebibi nila tertentu, maka pemilik gedung memperoleh persentise tertentu

dan tambahan owet tersebul: -

HL3 Bahwa pada awaloya Suksi meminta kepada Harris Lasmang untuk memasok film-
film MPA, terapi sekarang Saksi memints dipasok jugs film-filim indepenien

mengingal pasokan lilm-film MPA dihentikan;-—-
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1l4.

VLS,

116,

L3,

Bahwu Saksi pernali menurunkan HTM atas permintnan Harmns Lasmana, dan karena
hasiloya justru menunm, maks Saksi menyesuaikan HTM tersebut menjadi Rp
[-2.500 (dua belas ribu lima s rupiah) dengan sepengetaliuan Harris Lasmons;—

Bahwa Saks: menjual HTM untuk film-film India jaub lebih rendah dibanding HT™
hiasanya dalam upaya menarik minat penanton, dan Saksi tidak khawatir terjadi
penurunan image dengan adanva pemuronum H1TM tersebut—— —

Bahwa Sakst mengakui kesalshannya pads saat memberikan hadish boncka
Spiderman kepada penonton yang membeli tiket lebih dari 5 (lima) lembar dalam
pemutaran film Spiderman, dan Saksi telah memint maaf kepada Harris Lasmana:.-

Bahwi kelompok wsahs Soksi pernah memberikan cek kosong kepada Ali Sastro,
namn bal jtu teloh diselesaikon oleh Suksi;

Menimbang bahwa menarut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan
Majelis Komisi pada tanggal 22 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi V1
menyatukon pada pokoknys sebagai berkur:— ————-

k21,

§ui

123

12.5.

Hohwa Saksi adalah distbutor film untuk wilayah [ndonesia Timur kecuali
Suluwesi Utara, Ambon dan Irian Jaya, termasuk mendistribusikan film-film vang

ditmpor oleh Terlapor [ dan Terlapor I1;

Babwa sebelumnya di wilaynh Sulawes), Ambon dan frian Jaya terdapat 3 (ngn)
distrihitar film yuihu: Saksi nak film-film MPA, PT Indotin Film untuk filem-film
Mandarin, dan Rews Group unak film-film Inda; -

Bahwa puda saat bekena sama dengun bloskop-bioskop milik Rews Group, mereka
sering melanggar konsensus kerja suma dengan Suksi, sehingga Suksi memutiskan
untuk tidak bekerjn sama lagi denpaun Rewa Giroup;

Buhwa pada akhir tabun 1987, bioskop & tndonesis banyak yang merugi akibatnys
maraknya video, sehingga sangat berpengaruh  terhadap kelungsungan ysaha
dhsributor film: e

Hahwi berkmtan dengan pasokun film-film MPA, pada Sepiember 2002 telah
dipasok 2 (dun) copy film oleh Terlapor | dan Terlapor 11 ke kota Maknssar, dengan
maksud agur bioskop Swe Zhe Cinema dapat memutar film bersamaan dengan
bioskop Studio 21 dan Makassar Theater, meskipun omzet justru menurun, karena
Jadwal peeuinrun flm menjudi mundur, - .-

14



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

126, Babwa pemutaran | (5am) copy film unik 3 (tiga) bioskop mempunyai nisiko yang-
sangal tinggi dalam hal ketepatan waktu pengiriman rel dari bioskop sam ke bioskap

lainnya;

12.7. Bahwa Saksi menolak pemberlaknan SK Walikota Nomor 54/2002 tentang Tata

Edar Film aleh Pemenintah kot Makassar;

Menimbang bahwa menurut ketermagan di bawah sumpab yang disampaikan di depan
Majelis Komisi pada tnggal 22 Januani 2003 dalam Pemeriksaon Lanjutan, Saksi ViI

menyatakun pada pokoknya sehagai berikut;

13.1. Babwa Soksi adolah disiributor film-film independen dan oleh Terlapor I dan
Terlupor 11 ditunjuk sebagai koordinotor distribusi film-film MPA di luar Jawn

kecuali Medan dan Banda Aceh:

132, Bahwu dalam mendistribusikan fitm di wilayah Indonesia bagian Timur, Saksi pada
awalnys bekerjn sang dengan PT Multi Permai Film, PT Indotim Film, dan
kelompok usaha Saksi V1, nomun saat ini hanya tinggal PT Multi Permai Film yang

masih aknf;

13.3. Bahwa kelompok usaha Saksi V1 pernab melanggar kesepukaton dengan Saksi,
sehinggas Saksi memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan mereka; ———e—s

144, Bahwa Sukst akan berhenti metukukan bisnss film di Makassar, apabila Pemenntah

Kor Makassar memberlakukan SK Walikota Nomor 54,2002, -

Menimbang bahwa menunyt ketersngan i bawah sumpah yang disampaikan di depun
Majelis Komisi pada tanggal 31 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Vi1

menyatakan pads pokoknya sebugai berikut:

.1 Rahwa sejok impor (ilm dibebaskan pads tahun 1971, banyak bermunculan importiv
film di Indonesia, namun tidak nda yang bertahan seperti SR, e eememsememees

14.2, Bahwa spat ini Suksi lebih menckuni produkss sinetron dan Saksi memiliki 2 {chua)

perusahaan importir film yang masih aktif; —

14.3. Babwa Saksi bersama 3 (tiga) rekannya mendirikan sebuah bioskop di Jakarta, yang
pasokan filmnya berasal dari perusabaan impor milik Saksi sendiri, Terlapor 1,

Terlapor 11, dun PT Amero Mitr Film;

14.4.  Babwa Suksi merusa tidak wla permasalahan dengan Group 21, meskipun beberapa

kali pernali tetjadi snlah pahum;
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14.5.

14.6.

Bahwa faktor utama vang menentukan keberhasilan hisnis bioskop adalab lokasi,
din Group 21 telsh mengoasal banyak lokasi strategis;

Baliwa Saksi berencana membangun beberapa bioskop, karena Saksi yvakin masih
ada kesempatan untuk bersaing dengan Group 2] ;-——— e

Menimbang babwa memurui keterangen di bawah sumpah vang disampaikan di depan
Majelis Komisi pada tonggal 31 Jaouan 2003 dalam Pemenksaan Lanjutan, Saksi IX

menyatakan pada pokoknya sebagai benkut:

15.1.

152

[5.4.

15.5.

Bahwa Saks: bergerak i bidang ympor {itm dan produks: film nasional, dan saat
lebih menekuni produksi sinetron, karena bisnis perfilman sedang lesu:—-

Bahwa film yang dumpor Saksi selalo dipmar di broskop Group 21, karens dapar
memberikan pendapatan yang lebih baik bag Sakss;

Babwa tdek ada perjanjion untuk permoarn film yang divmpor Saksi di bioskop
Group 21, Untuk wilayah di luar Jakarin, bissanya film yang diimpor Saksi dijual
Aat, karens tidak berani menangging risiko memgi;

Bahwa tidak ada kendala dalam mendistnbusikan film di toar wilayah Jakarta;—-—

Bahwa sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Saksi pernsh menjual film kepada
kelompok usaha Sakst V1 dan ternyata mereka tidak dapat membayar, sehingga

Suksi memnmiskan tidak bekerja sama Ingi dengan mereka;

Menmbang bahwa menurut Keterangan i bawah sumpah yang disampaikan di Jepan
Mapelis Komisi pada tanggal 30 Februan 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi X

menyatakan pada pukoknys sebagm berikur:

1.1,

16.3

Bubwa Saksi melakukan kegiatan mmpor film sejuk mendapatkan “theatre right”
ilur Hongkong pada tahon 2001,

Bahwa Saksi pernah bekerga sama dengan Saksi 11 dalam imendistribusikan 7 (tujuh)
Judal film yang diumpor Saksi untuk diedarkan di wilsyah Makassar, Jowas Timur,
Youyakara, dan Jawa Tengah, Koarena hasilnya yang kurang bagus, maka Saksi
menginmkan surat Kepada Al Sastro agar membantu mengatur distribusi fitm yang

1OTS1 84 =mn -

Bahwa saat i Saks tdak mengimpor film loga, karenn pertimbangan ekonomi vang

dianggip kurng menguniungkian;—-—- S

16
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16.4,

Bihwa Saksi merisa tidak pernah ada permasalahan selsma berhubungan bisnis
dengan Terlapor 1, Terlapor 11 maupun dengan Terlapor 111

17, Menmmbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kegiatan distribusi
oleh Terlapor | dan Terlapor Il dapat disumpaikan hal-hal sebagai berikut e eee

17.1,

i

17.3.

17.4.

I'T:5.

17.6.

177,

Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Jakarts dilokukan secars langsung oleh
Terlapor I dun Terlapor 1T atan melalul PT Cancer Mas;

Bahwa pendistribusion film untuk wilayah Bekasi, Bandung, dan Cirebon dilakukan
oleh PT Kharisma Jabar Film;

Balwa pendistribusian film untuk wilaysh Bogor, Depok, dan Tangerang dilakukan
pleh PT LIA Film;

Bahwi pendistnbusian film untuk wilavah Semarang dilakukan oleh PT Sanggar
Filin; - —_—

Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Sumbaya das Malang dilakukan oleh PT
Indo Lkn Mandiri dan PT Sorays Film,

Bahwa pendistribusian film untuk wilaysh Medan dilukukan oleh PT Kurnia Indah
Intipelangd,

Bahwi pendistribusian film uniuk wilayah Lampung dan sekitarnys seriy Makassar
dan sekitarnya dilakukan oleh PI PAN Asitic Film, Untuk wilayah Makassar dan
sekitumyn, PT PAN Asiatic Film mensubdistribusikan kepada PT Multi Permai
Film;

I8, Menimbang babwa berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikun terhadap kegiatan Terlapor

111 dapat disompaikan hal-hal sehaga berikut:

8.1,

Bahwa Terlapor 1T adalah pemilik bioskop Senayan 21| Jakarta, Anggrek 21 Jakartn,
Atrium 2| Jakarta, Arion 21 Jakarta, Citra 21 Jakarm, Cijantung 21 Jakarta, GM 21
Jukarta, Kalibats 21 Yakarta, Metropole 21 Jakarta, Megn 21 Jakarta, Pondok Indah
21 Jokart, Puri 21 Jukarta, Roxy Mas 21 Jakarta, Sunter 21 Jakarta, TIM 21 Jakurta,
Wijaya 21 Jakartn, Blok M 2| Jakarta, Bintaro 2| Jakarta, BIP 21 Bandung, Plaza
21 Palembang, dan Internasional 21 Palembang;

182 Terlapor [11 adatah pemilik saham di beberaps perusahaun perbioskopan di beberapa

kot dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut
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LRZEL.

18.2.2.

18,23

18.2.4,

18.2.6:

18.2.8.

sebagal pemilik 70% saham di PT Kartika Insani Raya yang memilila
bioskop Hollywood KC 21 Jakarta;

schagai pemilik 50% saham di PT Gading Adi Permai yang memiliki
bioakop Cuading 21 Jakarta;

sebagai pemilik 66,67% saham di PT Sanggar Usaha Mandiri vang
memiliki bioskop Citra 21 Semarang;

schagn pemilik 66,67% saham PT PAN Mitra Sembada yang memiliki
bioskop Kartini 21 Lampung, Telanai 21 Jambi, Studio 21 Batam, Studio
21 Samurinda. Studia 21 Muokassar, dan Studio 21 Manado; -

sebagai peailik 70% saham PT LIA Anugerah Semesta yang memiliki
bioskop Cinere 21 Bogor, Sartika 21 Bogor, Depok 2! Depok, BSD 21
Serpog, Lippo Kumiawaei 21 Tangerang, Modem 21 Tangerang,
Pamuling 21 Pamilang, dan Cllegon 21 Cilegon;

sebagai pemilik 75% saham PT Perisai Permata Buana yang memiliki
bioskop Empire 21 Medan, Thamrin 21 Medan, dan Gajah 21 Aceh, PT
Perisar Permata Buuna bekerju sama dengan pemilik gedung Plaza
Medan dengun komposisi bagi hasil 75% dan 25%, memiliki bioskop
Plaza 21 Medun. PT Perisai Penmuta Buana hekerju sama dengan pemilik
pedung  dengun kompaosist bagi hasil 50% dan 50% memiliki bioskop
Studio Perisui 122,21 Medan;

sehagar pemilik 70% saham PT Khansms Maju Abadi vang memiliki
bioskop Metropolitan 2| Bekasi, Pratama 21 Bekasi, Lippo City 21
Cikarang, BSM 21 Bundung, Kisra 21 Bandung, Cimahi 21 Cimahi, dan
Cirnge 21 Cirebon. T Khansms Maju Abadi clan PT Trimamunggal BHG
Lestari membentuk PT Trimanunggal Lestari Indah Raya dengan
komposisi kepemilikun saham 75% (PT Kharisma Maju Abadi) dan 25%
(PT Trimanunggal BHG Lestard), memiliki bioskop Studio Cirebon;——

sebogns pemilik 98% saham di PT Intrs Mandini yang memiliki bloskop
M 21 Surabayn, Surshaya Theatre 21 Surabays, dun Galerig 21
Denpusar. PT Intrn Mandin bekerjn sama dengan Herry Suyanio
(komposisi bagi basel 70% dan 30%) memiliki bioskop Gulaxy 21
Surubaya, PT Ioirs Mandin bekerja sama dengan PT Inti [nvestama
Abadi dan Irwan Gondosepoetro (komposisi bag hasil 70%, 20% dan

I8
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18.3,

10%) memiliki Wioskop Tunjungan 21 Sursbaya PT Intra Mendin
bekerja sama dengan Fajar (komposisi bagi hasil 75% dan 25%)
memiliki bioskop Delta 21 Surabaya. PT Intra Mandin bekerjs sama
dengan Irwan Gondosepoetrn (komposisi bagi hasil B5% dan 15%)
memiliki hioskop Empire 21 Surabaya, PT Intra Mandiri bekerja sama
dengan Gupawan atau Loei Te (komposisi bagi hasil 75% dan 25%)
meniliki bioskop Wisata 21 Denpasar. PT Intra Mandiri dan Herry
Suyanto membeniuk FT Weda Mitra (komposa saham 7086 dan 30%)
memiliki hioskop Mitra 21 Surabaya. PT lntra Mandin dan Soetiono
Djojoseputero mendinkan PT Prima Mandaln (komposisi saham 50%
clan 50%) yang memiliki hioskop Dieng 21 Malang, Mandala 21 Malang,
don Sarinah 21 Malang;

Baliwa susunin Kepengurisan dari perusahsan-perusahian bioskop vang sahammya

dimiliki aleh Terlapor 171 adalah sebagai berikut:

1831

18.3.0.

18,34,

1825,

Suisunan kepengurisan PT Kartika Insani Roys adalah Jimmy Hananto
sebagni Direktur Utuma, Harris Lasmana dan Gobind Punjabi masing-
masing sebagal Dirskiur, Suryo Suherman sebugal Komisaris Utama,

Somuel Budivanio, Raam Punjubi, dan Rakhes Punjabi masing-masing

sebagii Komisaris; —

Susunin kepenpurosan P Gadiog Adi Permami adalal Live Lukman
Arpin sehagai Direktur Ui, Hams Lasmana sebagai Direktur, Suryn
Suberman scbagu Komisaris Utarna, Tien Ali, C. Gunawan, dan Edy
Suhardjo masing-masimg schogni Komisaris;:

Susunan kepengurisan PT Sanggar Usaha Mandin adalah Sardjono
Poetranto schagm Direktur Utnma, Harris Lasmana dan Jimmy Hardanto
masmg-masing sebagul Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaria,
Samuel Budivanio Jdan Bambang Widianto masing-masing sebagai

B T BT 1o e s i i

Susunan kepengurusun PT PAN Mitra Sembada adalah Alexander Tedja
sehagi Direktur Utamy, Jimmy Harianto schagal Direktur, Suryo
Suherman  sebagn  Komisans  Ubuna, Hares  Losmans scbagai

Komisana;

Susunun kepengurusan PT LIA Anugeruh Semesta udalah Jhonny
Pondaga sehagar Direktur Utama, Harris Lasmana dun Jimmy Harianto

19
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masing-miusing sebagai Direktur, Suryo Suberman schagai Komisaris
Utama, Ruben Mulyadi dan Samuel Budiyanto masing-nissing sebagai

Komisaris;

18.3.6.  Susunan kepengurusan PT Perisai Permata Buana adalah Flson sebagai
Direktur Utama, Hams Lasmana dan Jimmy Haranto masing-masing
sebagal Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris Utama, Samuel
Budivanto sebaga) Komisaris;

1837, Susunan kepengurusan PT Kharisma Maju Abadi adalah Chand Parwez
sebagai Direktur Utama, Jimmy Haranto den Samuel Budiyanio miAsing-
musing sebagal Direktur, Suryo Suberman sebagai Komsaris, Harris
Lasmana dan Muhsin Nisar masing-masing sebagai Komisaris;

——

183K Susunan kepengurusan PT lotrs Mandini adalsh Hamis Lasmana sebagal
Dhrekour Utama, Jimmy Hadanto dan Semuel Budivanto Imasing-masing
sehagai Direkmr, Suryo Suherman sebagai Komisaris Utama, Ruben
Muljodi sebagai Komisaris;--

19, Menimbung bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang tiperaleh selama penyelidikan

dan pemeriksan, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut:

19,1,

Bahwa pudy tahun 2001 kegiatan imper film dilakukon oleh 20 (dus puluh) importir
dengan perincian scbagai berikut; Terlapor | mengimpor 30 (tiga pulub) judul flm,
Terlupor 11 mengimpor 36 (Bga puluh enam) judul film, PT Amero Mitra Film
mengimpar 21 (dun puluh satu) judul film, PT Ace Indonesia Film mengimpor 16
(enam belas) judul film, PT Perfini Indah Film mengimpor 18 (delapan belas) judul
film, PT Rapi Film mengimpor 6 (enam) judul film, PT Swe Zhe Film mengimpor
14 (empat belas) judul film, PT Block Buster Visi Persadatama Film mengimpor |
(satu) judul film, PT Cinema Komunikasi Film Internasional mengimpor 10
(sepulub) judul film, PT Teguh Blhakti Mandini mengimpor 4 (empat) judul film: PT
Media Makinur Jaya Film menginpor 17 (njub belas) judul film, PT Trimult Jaya
Film mengimpor 17 (tujuh belas) judul film, PT Wama Picture Boxindo mengimpor
b (natu) judul Glm, PT Millenium Vistama Film mengimpor 2 (dua) Judul film, PT
Soryn Intercine Film mengimpor 4 (empat) udul film, PT Menara Media Sakti
Film mengimpor 9 (sembilan) Judul film, PT Naina Film mengimpor 2 (dua) judul
film, PT Arti Juya Film mengimpor 2 (dua) judul fitm; PT Multi Vista mengimpor 1
(satu) judul film; PT Djohan Putra Film mengimpor | (satu) judul film;

-———
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19.2.  Bahwa pada tahun 2002 kegiatan impor film dilakukan oleh 20 {dua puluh) import

19:3.

film dengan perincian sebagai berikut: Terlapor I mengimpor 29 (dua puluh
sembilan) judul film, Terlapor [| mengimpor 39 (tiga puluh sembilan) judul film, PT
Amero Mitra Film mengimpor 27 (doa pulub tujub) judul film, PT Ace Indonesin
Film mengimpor ¥ (delapan) judul film, PT Perfini Indah Film mengimpor 28 (dua
pulub delapan) judul film, PT Rapi Film mengimpor 9 (sembilan) judul film, PT
Swe Zhe Film mengimpor 25 (dua pulub lima) judul film, PT Block Buster Visi
Persadatama Film mengimpor |2 (dua belas) judul film, PT Cincma Komunikasi
Film [ntemasional mengimpor 6 (enam) judul film, PTI' Teguh Bhakti Mandini
mengimpor |1 (sehelas) judul film, PT Media Makmur Jaya Film mengimpar
l6{enam belas) judul flm, PT Trmuli Java Film mengimpor 23 (dua puhih tiga)
Judul film, PT Warng Picture Boxindo mengimpor | (satu) judul film, PT Milleniam
Visitama Film mengimpor 10 (sepulub) judul film, PT Soraya Intercine Film
mengimpor 1 (sebelas) judul film, PT Menara Medin Sakti Film mengimpor 2
() judul film, PT Loyang Seta Sakh mengimpor | {sarm) jedol flm, PT Sinema
Mandiri Tanimbar mengimpor § (lma) judul film, PT Parkit Film mengimpor 6
(enam) judul film, PT Mitra Cipta YN mengimpor | (satu) judul film;——

Terlapor | didinkan pada tanggal 19 Juli 1985 di hadapan Notaris Benny Kristianto,
Bl Kemposisi kepemilikan sabam terakhir adalah Sunarvo sebesar 50% dan
Sulamo sebesar S0% dengan susunon kepengurusan terakhir adalah Hams | asmans
sehigal Direktur Lltama, Sumaryo dan Sulamo musing=-masing  sehagar Direkoiur,

Prapti Ruhiayu sebagai Komisaris;——- - s

19.3.1.  Terlapor [ menjalankan kegistan usaha industri pembuatan  film,
pembangunan hioskop, laborstorium processing film, penyewaan film
jodi, wlatalmt Keperluan film, penyediaan dan pendistribusian film,
ckspor impor, mengadakan pertunjukan film i dalam gedung hioskop
i ternpat pertunuken lagn;

1932 Dalam menjalankan kegintannya Terlapor | membuat perjanjian Jengan
Columbia Tri-Star Filin Distributors, Ine. sejak | Juli 1991 dalam bennik
Distribution  and  Technical Services  Agreement, dengan  United
[nternational Prewres sejak 30 Mei 1991 dalam bentuk Diveribution
Agreement, dun derigan Buens Vista International, Inc. sejuk 25 Agustus
1992 dalam bentuk Distribiution Agreement; e e eerrene
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233

19.3.4,

Perjanjian-perjanjian schagaimana dimaksud dalam angka 1932, di atas

pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut---

9331

19332

Terlapor 1 ditunjuk sebagai distributor film untuk wilayah
Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah barang (film) yang
akan didistribusikun ditentukan oleh Columbia Tri-Star Film
Distributors, Inc., United Inmernational Pictures dan Buena
Visla International, Inc.;

Terlapor 1 memperoleh sejumish imbalan (fez) dengan
persentase ferientu dan hasil kotor pemutaran film. Adapun
biaya transport, reklmme, bea masuk dan bigya lsin yang
mermpakan bisys operasional penginman film ditanggong
oleh produsen;

Jumlah copy dari masing-masing judul film yang diimpor oleh Terlapar |

paca tabun 2001 dan tahun 2002 sdalah sebagai berikut:

19.3.4.1.

Pada periode tabin 2001 Cast Away dengan 12 (dun belas)
copy; Snatch dengan 5 (lima) copy; Urban Legend-Final Cut
dengan 12 (dua belas) copy; Save the Last Dance dengan §
(delapan) copy; Rilly Eliot dengan 3 (tiga) copy; Hannthal 12
(dun belas) copy; Enemy of The Gates & (delapan) copy, The
Mexicans dengan 18 (delapan belus) copy, Crinson River
dengan 8 (delapan) copy, The Mummy Returns Dengan 25
{dua pitlah lima) copy; Shrek dengan 18 (delapan belas) copy;
A Long Came Spider dengan 10 (sepuluh) copy; Lara Crofit
Tomb Rider dengan 26 (dua pulub enam) copy; Fast and The
Furious dengan 16 (enam belus) copy; Jurassic Park-3 dengan
25 (dua puluh tima) copy; Bridget Jone's Diary dengan 10
(sepulub) copy; Evolution dengan 20 (dua pulub) copy; The
Aninal denpan 14 (empat belus) copy; Final Fantasi-The
Spint Within dengan 25 (dua pulub lima) copy; A Knight
Tale deogan 14 (empat belas) copy; American’s Sweet Hearts
dengan 20 (dua pulub) copy; Ghost of Mars dengan 1 (sam)
copy, American Pie-2 dengan 12 (dua belas) copy; Caoptain
Corelli’s Mandollin dengan % {delapun) copy, The Score
dengan K (delapan) copy; The Forsaken dengan 10 {sepuluh)
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copy; (litter dengan 6 (enam) cupy; The one dengan 25 (dus
puluh lima) copy: The Last Castle dengan 14 (empat belas)
copy: dan The Glass House dengan 14 {empat belas) copy;—

19.3.4.2. Pada periode tahun 2002: The 13" Ghost dengan 12 (dun
belast copy, D-tox dengan 10 (sepuluh) copy, Black Hawk
Pown dengan 3 {tiza puluh) copy; A Beautiful Mind dengan
14 (empat belas) copy: Vannilla Sky dengan 13 (lima belas)
copy; Roller Ball deogan 1 (sary) copy; Panic Room dengan
20 (dua pulub) copy; The Scarpion King dengan 12 {dua
puluh dun) copy; The Sweetest Thing dengan 20 (dua puluh)
copy. Splderman dengan 30 (tiga pulub) copy; ET Fxtma
Terrestrial dengan 12 (dus belas) copy; The Sum of All Fears
dengan 19 (sembilan belas) copy: About A Boy dengun ¥
(delapan) copy; The Bourne ldentity dengan 18 (delapan
belas) copy; Spirit dengan 12 (dua belas) copy; Enough
dengan 16 (enam belas) copy; Changing Land dengan 14
(empar belas) copy; Man In Bluck 11 dengan 35 (tiga puluh
lima) copy, Stuart Linle T1 dengan 25 (dus putuh lima) copy;
XXX dengan 35 (tiga puluh lima) copy, K19-The Widow
Miker dengan | (sebelus) copy; dan Mr Deeds dengan 14
lempat belas) copy; The Tuxedo dengan 25 (dus pulub lime)
copy; Stealing Harvard dengan | (saty) copy; The Master of
Disquise dengan 12 (dua belns) copy; Sa Close dengan 20
(dua puluhy copy; Red Dragon dengan 20 (dua pulub) copy;
The Ring dengan 21 (dua pulub satu) copy; | Spy dengan |
Csibe) copy;

194, Balwa Terlapor 11 didirikan pada tanggal | April 1985 di hadapan Notaris Kartini
Muljadi, SH. Komposis: kepemilikan saham terukhic adalah Jimmy Hetjantn
Darmasasmita (Jimmy Hasianto Darmasnsmitn) sebesar 50%% dan Ruben Muljadi
sehesar 50% dengan susunan kepengurusan terakhir adalak Jimmy Herjanto
Darmoasasmita (Jimmy Harianto Darmasasmita) sebagai Direktur Utama, Prapti

Rahayu sebagai Direktur, Ariet Pumnama sebagai Komisaris Utama, Ruben Muljudi
sehagii Komisuris;-.- s s

1%.4.1 Tedapor 11 menjalankan kegiatun  usaha  industri pembuatan  film,
lubsorutoriuim Provessing film dan sarang penunjangnya, penyewann film,
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penyedioan  dan  pendistribusian  film, ekspor impor, mengadakan
pertunjukan film di dalam gedung bioskop atay tempat pertunjukan lain:-

1942 Dalam menjalankan kegintwmya Terlapor 11 membuat perjanjian dengan
Twentieth Century Fox International Corporation sejak | Juh 1991
dalam bentuk ludonesio Distribution Agreement dan dengan Wamer
Bros Internutional Themtrical Distribution sejak | Januan 199% dalam

bentuk Distribution Agreement (Indonesial:

1943, Perjanjian-perjanjian schagaimana dimaksud dalam angks 19.4.2. di atas

pada pokoknya mengamr hal-hal sebugai berikur;

19.4.3.1. Terlupor 11 ditunjuk sebagai distributor film untuk wilayah

19.4.3,2,

[ndonesin dengan ketentuan bahwa Jjumlah barang (film) yang
akan didistribusikan ditentukan oleh Twentieth Century Fox
International  Corporation dan  Wamer Bros International
Theatrical Distribution:

Terlapor 11 memperaleh  sejumlah  imbalan Uev) dengan
persentase tertentu dan hasil kotor pemutaran film, Adapun
biaya transport, reklame, bea masuk dan biaya lain yang
merupakan blaya dperasional pengiriman film ditanggung
aleh produsen;-

1944 Jumlsh copy dari masing-masing judul film yang diimpor alch Terlapor
I padis whmn 2000 dan hun 2002 adalah sebagal berikut: e

4.4,

Pada penode tahun 2001 Emperor's New Grove dengan 18
(delapan belss) copy; Proof of Life dengan 26 (dua puluh
enm) eapy; Remember The Titans dengan 6 (¢nam) copy;
Men of Horor dengan |3 (tiga belas) copy; The Legend of
Begpar Vance dengun 8 (delapan) copy; Miss Conginiality
dengan 14 (empat belas) copy; Dude Wires My Cars dengar, ¥
(delupun) copy; Tiger Land dengan | (satu) copy; Double
Take dengan ¥ (delapan) copy, Sweet November dengan 14
tempat belas) copy: Exit Woundy dengan 22 (dua pulub dus)
copy; Sameane Like You dengan 13 (tiga belas) copy; Say It
et So dengan § (delupan) copy; Valentine dengan 12 (dua
helus) copy; Atlantis The Lost Empire dengan 25 (dua pulub
fma) copy, Pearl Harbour dengan 30 (hga puluh} copy,
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144,42,

Moulind Rouge dengan 20 (dua puluh) copy; Kiss of The
Dragon dengan 25 (dua puluh lima) copy; Sword Fish dengan
11 (dua puluh dua) copy; Planet of Apes dengan 30 (tiga
puluh) copy; Car and Dogs dengan 14 (empat belas) copy;
Docter Do Linle-2 dengan 22 (dua puluh dua) copy; The
Princess Diaries dengan 16 {(enam belas) copy; Legally
Dlonde dengan 12 (dua belas) copy; Arificial Intellegent
dengan 15 (lima belas) copy; Original Shin dengan 10
{(sepulub) copy, the Deep End dengan | (satu) copy: Joy Raid
dengun 9 (sembilan) copy; Band Bandits dengan 10 (sepuluh)
copy, Don't Say Award dengan 15 (lima belas) copy;
Monster Inc dengan 25 (dus puluh lima) copy; Carky
Romano dengan 15 (lima belas) copy, Harry Potters dengan
25 (dua pulub lima) copy; From Hell dengan 14 (empat belas)
copy; Trumng Day dengan 9 (sembilun) copy: dan Behind
The Enemy Lines dengan 30 (1iga pulub) copy;-——-——eeme

Puda inhun 2002: Shallow Hall dengan 15 (lima belas) copy;
Ocean Eleven dengan 25 (dua puluh lima) copy; Collateral
Damages dengan 27 (dua pulsh mjub) copy; Training Day
dengai 9 (sembilan) copy, lee Age dengan 12 (dua belas)
copy; Retum 1o NeverLand dengan 12 {dua belas) copy;: The
Count of Monte Cristo dengan {delapan) copy; The Time
Muchine dengan 25 (dua pulub lima) copy; Queen of the
Damned dengan 16 (enam belas) copy; Dragon Fly dengan 14
{empat belus) copy; Harts War dengan 12 {dua belas) copy;
Lilo and Stich dengan 25 (dua pulub lima) copy; Snow Dogs
dengan ¥ (delapan) copy; Windulkers dengan 22 (dua puluh
tun) copy, Musder by Number dengan 14 (empat belas) copy,
Sorority Boys dengan ¥ (delapan) copy; High Crimes dengan
12 (dus belus) copy; Scooby Doo dengan 29 (dua puluh
sembilan) copy, Bad Company dengan |6 (enam belas) copy;
Minority Report dengan 25 (dus pulub lima) copy; Eight
Legged Freak dengan 25 (dua pulub lima) copy; Road to
Perdition dengan 15 (linw belas) copy, Star Wars dengan 35
(tga pululy lima) copy; Signs dengan 16 (enam belas) copy;
Untaithtull dengan 16 (¢nam bolas) copy; Reign of Fire

25
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dengan 18 (delapan belas) copy; Like Mike dengan 1 (sam )
copy: Show Time dengan B (delapan) copy; The Bunger
Sister dengan | (satu) copy; The Transporter dengan |8
(delapan belas) copy, Antwone Fisher dengan 1 (satu) copy;
Sweet Home Alabama dengan 14 (empat belas) copy; The
Crocodile Hunter dengan | (satu) copy; Ohost Ship dengan 1
(st ) copy. Harry Porer & Chamber of Secret dengan 35
(tiga puluh lima) copy; Theaser Planct dengan 25 (dua puluh
lima) copy; Baber Shop dengan | (sa) copy; Die Another
Day dengan 35 (tiga puluh lima) copy; dan Phone Booth
dengan | (satu) copy;:

19.5. Bahwa Terlapor 111 didieikun pada tanggal 7 Juni 1988 di hadapan Notaris Benny
Kristianto, Sh dengan nama PT Subentra Nusantrs yang kemudian diubah pada
tanggal 14 Desember 1998 menjadi PT Nusantars Sejahters Raya Komposisi
kepemilikan saham terakhir adalah PT Harkatjaya Bumipersada sehesar H0% dan PT
Adi Pratama Nusantarn sebesar 20% dengan susunan kepengurusan terakhir adalah
Harris Lasmana sebagai Direktur Uma, Suryo Suberman dan Tri Rudy Anitio
masiig-masing schagal Direktur, Lakshmi Harris Lasmana schugni Komisaris
Utitma, Melia Suberman dan Arif Suberman masing-masing sebagai Komisaris;-——

1%.5.1,

19.52

Verlapor 111 menjabankan kegintan usaha perbioskopan, hiburan dan
rekrensi serta restoran, impor-ekspor, pertambangan, pengangkutan,
pertaniun, telekomunikasi, dan dapar menjalankan segals sesuam yang
selaras dengan maksud dan tujuan dalam arti seluas- huasnya dengan tidak
metunggar undang-undang;

Kegintan usaha Terlapor 111 dimulni tabun 1986, dan sampai dengan
tuhun 2002 telah memiliki 135 (seratus tiga puluh lima) bioskop dengan
perkembangan sehagai berikut: pada tabun 1986 dibuka | (satu) hioskop
yaitu  Kartika Chandra 21 Jukarta; pada tahun 1987 dibuka 4 {empat)
bioskop yaitu: Odeon 21 Jakarta, Mandala 21 Sakarta, Plaza 21 Jakara,
Studio 21 Jakart; pada tabun 1988 dibuka 14 {empat belus) bioskap
yaitw: Amigo 21 Jakarta, Astor 21 Jakarts, Golden 21 Jakarta, Plaza 21
Surabuya, Pamulang 21 Tungerang, TIM 21 Jakarta, Wijaya 21 Jukaria,
Gading 21 Jakarta, Metropole 21 Jakarm, GM 21 Jakarta, Delta 21
Surnbays, Mandala 21 Malang, Studio Perisai 21 Medan, Plazs 21
Medan; puca tahun 1989 dibuka 23 (dua puluh tiga) bioskop yaitw: Globe
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21 Jakama, Glodok Sky 21 Jukarn, Slipi 21 Jokarta, Nusantara 21
Jakarta, Arta 21 Bandung, Atrium 21 Solo, Studio 21 Semarang, Odeon
2] Surahayn, Golden 21 Sursbaya, Pasuruan 21 Pasurnan, Jombang 21
Jotbung. Dinoyo 21 Malang, Sukun 21 Malang, Sumatera 21 Jambi,
Studio 2| Pontianak, Kapuas 21 Pontianak, Benteng 21 Medan, BIP 21
Bandung, Studio 21 Bandung, Mitra 21 Svrabaya, Surabays 21
Surabaya, Studiv 21 Makassar, Thamrin 21 Medan; pada tahun 1990
dibuks 28 (dun puluh delapan) bioskop ynitu; Columbin 21 Jakarta,
Jayokortu 21 Jukarte, Inter 21 Jakarta, Prima 21 Jakarts, Maradise 2]
Jukarta, Ratu 21 Jekarta, Kopo 21 Bandung, Empire 21 Yogyakora,
Johar 21 Jember, Mega 21 Jambi, Duta 21 Jambi, Odeon 21 Lampung,
Studic 21 Banjarmasin, Dynasti 21 Pootianak, Pelita 21 Pontienak,
Aksary 21 Medan, Majestic 21 Medun, lstuna 21 Medan, Swudio 21
Binjai, Swudio 21 Th. Tinggi, Studio 21 Ri. Rapat, Stodio 21 T). Balai,
Biok M 21 Jokurtn, Krekot 21 Jukarts, Sartika 21 Bogor, Wisata 21
Denpasar, Studio 21 Batam, Empire 21 Medan; pada tahun 1991 dibuka
17 (tujuh belas) bioskop yaitu: Ciputat 21 Tanperung, Central 21 Jakarta,
Odeon 21 Sukabumi, Stidio 21 Lampung, Horss 21 Medan, Mioa 21
Medan, Odeon 2|1 Medan, Smdio 21 Pematang Siantar, Kaliba 21
Jukorin, Pondok Indab 21 Jukarta, Studio 21 Circbon, Kiara 21 Bandung,
Telanai 21 Jambi, Internasional 21 Palmbang, Plaza 21 Palembang,
Kurtind 21 Lampung, Gajuh 21 Danda Aceh; pada tahun 1992 dibuks 7
(tujuh) bioskop yaitu: Legian 21 Denpasar, Plaza 21 Batam, PAS 21|
Bando Aceh, Atrium 21 Jakarta, Modemn 21 Jakartn, Pratama 21 Bekasi,
Surinah 21 Malang; pada mhun 1993 dibuka 12 (dua belas) bicskop
yait: Cipulie 21 Jakorta, ITC 21 Jokarta, Kalimalang 21 Dekasi, Pdk
Gede 21 Bekasi, Mojo 21 Mojokerto, Guntur 21 Probolinggo, Bintaro 21
Tangerang, BSD 21 wngernag, Cira 21 Jokaria, Cinere 21 Jakarta,
Metropolitap 21 Bekasi, Citrn 21 Semarng: puda tabun 1994 dibuka 5
(lima) bioskop yaitu: Metro 21 Jakarta, Studia 21 Tj. Pinang, Hallywouod
KC 21 Jukartn, Sunter 21 Jakarta, Empire 21; pada tahun 1995 dibuga 7
(rijuh) bloskop yaitu: Studio 21 Ambon, Lippo City 21 Cikarang, Lippo
Karawaei 21 Tangerang, Roxy Mas 21 Jakarta, IM 21 Sumbaya, Dieng
21 Malung, Stodio 21 Manado; pada tahun 1996 dibuka 7 (tujul) bioskop
yaitu: Anggrek 21 Jakarta, Mega 21 Jaknrta, Depok 21 Jakarta, Cimah
21 Bandung, Tunwingan 21 Surabsyn, Gulaxy 21 Suribaya, Senayan 21
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19.5:3

Jukartn; pada tabun 1997 dibuka 6 (enam) bioskop vaitu: Daan Mogor 21
Jukarta, M2M 21 Jukarta, Arion 21 Jakarts, Cilegon 21 Jakarts, Puri 21
Jakurta, Grage 21 Cirebon; pada tahun 1998 dibuka | {sam) bioskop
yaitu: Cijantung 21 Jakarta; pads tahun 2001 dibuks 1 (sat) bioskop
yaitu: BSM 21 Bandung; pads tabun 2002 dibuka 2 (dus) bioskop yaitu:
Galeria 21 Kuta Bali, Stodio 21 Samarinda;

Dari 135 (seratus tiga puluh lima) hioskop tersehut di atas terdapat 72
(twub puluh dua) bioskop yang diturup dengan perincian sebagai berikut
;i tahun 1990 ditatup | (satu) bioskop yaite: Odeon 21 Jakartn: pada
tabun 1992 dimtop 3 (tiga) bioskop yaitu: Plaza 21 Surabaya, Ratu 21
Jukarta, Odeon 21 Lampung; pada tahun 1993 ditutup 2 (dua) bioskas
yaitu: Studio 21 Jukeria, Jombang 21 Jonbang, pada tahun 1994 ditutup
5 (lima) bioskop yaitu: Kartika Chandra 21 Jakarta, Pelita 21 Pontianak,
Majestic 21 Medan, Studio 21 RL Prapat, Studio 21 T}. Balai, pada tahun
1995 ditutup 5 (fima) bioskop yaitu: Amigo 21 Jakarta, Astor 21 Jakana,
Golder 21 Jukarta, Kapuas 21 Pontianak, Istana 21 Medan; pada tshun
1996 dimtp ¥ (delapan) bioskop yaitu: Sukun 21 Malang, Jayakarts 21
Jukarta, Studio 21 Binjai, Horas 21 Medan, Mitra 21 Medan, Odeon 21
Medan, Cipulir 21 Jakarts, Guntur 21 Probolinggo; pads wmhun 1997
diwtup 8 (delapan) bioskop yaitu: Globe 21 Jakarts, Goiden 21
Suribayn, Columbla 21 Jakara, Paradise 21 Jakarta, Odeon 21
Sukabumi, ITC 21 Jukarts, Kalimalang 21 Bekasi, Metro 21 Jakarta;
pada tahun 1998 ditutup 15 (lima belas) bioskop vaitu: Plazs 21 Jakarta,
Shpi 21 Jnkarta, Glodok Sky 21 Jakartu, Nusantara 2] Jakarta, Arta 21
Bundung, Amum 21 Solo, Benteng 21 Medan, lnter 21 Jakarts, Studio
21 Banjarmasin, Ciputar 21 Tangerang, Central 21 Jakurta, Studio 21
Pematang Siantar, Legin 21 Denpasar, PAS 21 Banda Acch, Duan
Mogot 21 Jekarta; pada tahun 1999 ditatp 9 (sembilan) bicskop vaitu:
Odeon 21 Jakarta, Sumatera 21 Jambi, Prima 21 Jakarta, Mega 21 Jambi,
Duta 21 Jumbi, Diynasti 21 Pontanak, Studio 21 Th. Tinggi, Plaza 2]
Batam, Pdk Gede 21 Bekasi; pada tahun 2000 ditutup 5 (lima) broskop
yaitu: Dinoyo 21 Malung, Empire 21 Yogyakarta, Aksara 21 Medan,
Studio 21 T). Pinang, Srudio 21 Ambon; pada tahun 2001 dituup 9
(sembilan) bioskop yaitu: Mandala 21 Jakarta, Studio 21 Semurung,
Pastiruan 21 Pasuruan, Studio 21 Postianak, Kopo 21 Bandung, Johar 21
Jember, Studio 21 Lampung, Mojo 21 Mojokerto, M2M 21 Jakarta; -——

b
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196. Pade awalnya jumlah anggota Gabungan Pengnsaha Bioskop Seluruh Indonesia
(GPBS!) adalah sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dus) bioskop yang
tersebar di seluruh Indonesia, namun per Juni 2002 jumlah tersebut mengalami
penurnunan menjadi 264 (due ratus enam pulub empat) hioskop dengan 676 (enam

197

ratus tujuh puluh enam) layar;

Bahwa khusus kegiatan pemutaran film MPA di 3 (tiga) bioskop di kota Makassar
sejak bulen Mei 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 ditemukan hal-hal

sebagai herikur:

19:7.1.

1872

19.7.3.

19.7.4

175,

Film-film MPA sehelum bulan Mer 2002 hanya diputar & 2 (dua)
bioskop yuitu Studio 21 dan Makassar Theater dengan 1 (satu) copy
fikmy;

Sejak tanggal 16 Mei 2002, bioskop Swe Zhe Cinema memutsr film
MPA untuk perisma kalinya yang bersamaan dengan Studio 21 dengan
Judul Corky Romano, sedangkan bioskop Makassar Theater tidak
memutar film tersebut mengingat hanys tersedia | (satu) copy filmg ===

Sejik tangual |1 September 2002, film-film MPA dapnt diputar oleh 3
(tigs) bioskop di kow Makassar secara first run karena tersedia 2 (dua)

capy filn untuk tsp judulnya;

Film-tilm vang diputur di 3 (tiga) bioskop di kota Makassar dari tanggal
1 September 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 adalah Shaw
Time, Austin Power, John (, Eight Legged Freaks, Sign, About A Doy,
The Sweetest Thing, Mr, Deeds;--—

Perolehan pentaran film-film tersebut adalah sebagni berikit ——-eeeeeees

19.7.5.1. Film Show Time, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp
30.479.000 (tiga pulub juti empat s tujub pulsh sembiln
ribu rupinh) dalam 20 (dua puluh) har, Makassar Theater
menghasilkan Rp 19.920.000 (sembilan belas juta sembilan
titus dua pulub riby ruplab) dalam 10 (sepulub) harl, Swe
Zhe Cinema menghasilkan Rp 3,059,000 (bga juta seratus
lima pulub sembilan ribu rupiah) dalam 8 (delapan) bar;——

19752 Austin Power, hioskop Smdio 21 menghasilkan  Rp
16,289,000 (enam belas juta dun ratus delapan pulub sembilan
ribae rupial) dalam 14 (empat belus) hard, Makassar Theater

.
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W.7.5.3.

19.7.5.4,

19755

19.7.5.0,

menghasilkan Rp 12 676.000 (dua belas juta enam ratus wjuh
enam ribn rupiah) dalam 7 (mjuh) har, Swe Zhe Cinema
menghusilkan Rp 1.841.500 (satu juta delapan ratus empat
puluh satu ribu lima ratus mpiah) dalam 7 (mjub) hari;————-

John (3, bloskop Studio 21 menghasilkan Rp 5.142.000 (Fma
nta seratus empal puluh dun ribu rupish) dalom 6 (enam)
huri, Makassar Theater menghasilkan Rp 8.784.000 (delapan
juty tujuh mitus delopan pulub empat ribu rupiah) dalam 6
(enam) hari, Swe Zhe Cinemu menghasilkan Rp 967.500
(sembilan ratus ensm puluh tujub ribu lima ratmus rupiah)
clilurm 6 (enam) hari;

Eight Lepued Freaks, bioskop Studio 21 menghasilken Rp
44.300.000 (empat puluh empat juta tiga rafus riba rapiah)
dalam 24 (dua puluh empat) hari, Makassar Theater
menghasilkan Rp 22.174.000 (dus puluh dus juts seratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam 8 (delapan) hari, Swe
Zhe Cinenia menghasilkan Rp 4.273.000 (empat juts dus
ratus tujul puluh tign ribu rupiah) dalam 11 (sebelss) hari:-—

Sign, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 43,652,000 (empat
pulub tiga juta enam ratus lima puluh dus by rupiah) dalam
33 (riga puluh tiga) hari, Makassar Theater menghasilkan Rp
17.474.500 (wjuh belas juta empat ratus wjuh pulub empat
nbu lima ratus rupiah) dalam 8 (delapan) harl, Swe Zhe
Cinemu menghasilkan Rp 7.959.000 (twjuh juta sembilan
rutus i apulub sembilan by rupah) dalam 32 (tign pulub
dua) hari; —-

About A Boy, bwoskop Studio 21 menghasilkan Rp
13,605,000 (tga belas juta cnam ratus lima riba rupiah)
dalam 23 {(dua puluh  tiga) hen, Muksssar Theater
menghasilkan Rp 1,450,000 (satu juta empat rarus lima pulub
rbu  rupish)  dalam 2 (du) hari, Swe Zhe Clnema
menghasilkan Rp 2077500 (dus juts tujuh puluh tujub ribu
lima ratus rupnah) dalam 8 (delapan) hari:

A0
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19.75.7. The Sweetest Thing, bioskop Swmdio 21 menghasilkan Rp
33.887.000 (uga pulub tiga juta delapan ratus delapan pulub
wjuh riby rupieh) dalam 15 (Tima belas) hari, Makassar
Theater menghasilkan Rp 2.934.500 (dus juts sembilan ratus
tiga puluh empat ribu lima ratus rupish) dalam 2 (dua) hari,
Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 38100500 (tiga juta
delapan ratus sepuluh fibu lima raius rupiah) dalam 12 (dua :
belas) har; — |

19.7.5.8. Mr. Deeds, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 13,750,500 |
(tiga belas juta tjuls ratus lima pulub ribu lima ratus nupiah)
dalam 11 (sebelas) hari, Makassar Theater meughasilkan Rp
23.375.500 (chun pulub tiga jute tiga rams mjub puluh lima
ribu lima ratus rupiah) dalam 11 (sebelas) hari, Swe Zhe
Cinems minghasilkan Rp 1.256,500 (satu juta dua ratus Tim
apuluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam 8 (delapan) hari:--

20.  Menimbang bahwa ketika pemeriksaan berlangsung Harris Lasmana dan Suryo Suherman
telah mengirinkin 2 (dus) buah surat kepada Ketus Majels Kamisi musing-masing tanggr)
14 Januar 2003 dan 3 Februari 2003 yang pada pokoknya berisi sebagai benkut'————

201, Buhwa berdasarkan suritnya pada tanggal 14 Janasri 2003 kepads Ketua Majelis
Komusi, Harris Lasmuna menyatakun mengundurkan diri secara efeksf terhitung
sejak tanggal 13 Januun 2003 sebigni Komisaris PT Kartiky Insani Raya, sebagal
Komisaris PT PAN Mira Sembada, sebagal Direkmr PT Gading Adi Permal,
schugai Direktur PT Trimanunggal Kharisma Subentra, schagai Direktur PT
Sanggar Usaha Mandiri, sehagai Direktur PI' Perisar Permata Buana, dan sehagai
Komisaris Utama PT Indo Tka Mandiri Filny: . —

20.2. Bahwa berdusarkan suratnya tanggal 3 Februari 2003 kepada Ketua Majelis Komisi,
Suryo Suherman menyatuken mengundurkan diri secara efekiif lerhutung sejok
tanggal 13 Januari 2003 schagai Komisans Utsma PT Kamka [nsani Raya, PT
Gading Adi Permai, PT Sanggar Usalis Mandin, dan PT Wedu T

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terlapor 1, Terlapor 11, Terlapor 111, Saksi-

saksi, hasil penyelidikan sertn dokumen-dokumen, Majels Komisi menemukan fakta-fakta
schagil Barikuti— e e

21,1, Bahwa Terlapor 1 dan Terfapor 11 adaluh pelaku usaha yung bergerak dalam bidang
usaha impor dan distribusi film, yang pada sast i mengkhususkan pada film-film

11|
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21.3,

2L6;

yung diproduksi oleh beberapa perusshasn yang tergabung dalam Mation Picture
Associarion (MPA) mtuk wilayah Indonesia, sedangkan Terlapor 111 adalah pelaku
usaha yang bergerak di bidang perhioskopan;

Bahwa Terlapor | didirikan pada tanggal 19 Juli 1985 di hadapan Notaris Benny
Knstianto, SH, dengan komposisi kepemilikan sabam terakhir adalah Sunarvo
sebesar 50% dan Sularmo sebesar 0%, dengan susunan kepengurusan terakhir
adalah Harmis Lasmana sebagai Direkmr Utams, Sunaryo dan Sulamo masing-
nussing sebagai Direktur, Prapti Rahayu sebagni Komisaris;

Bahwa Terlapor 11 didirikun pada tanggal | April 1985 di hadapan Notaris Kartini
Muljadi, S, dengan komposisi kepemilikan ssham terakhir adalsh Jimmy Herjanto
Durmasasmita (Jimmy Harianto Darmasasmita) sebesar 50% dan Ruben Muljadi
scbesar 50%, denpm susunon kepengurusan ternkhir adalab Jimmy Herjanto
Darmasasmita (Jimmy Harianto Darmasasmita) sebagai Direktur Utama, Prapti
Raohayu sebagar Direktur, Anel Purnama sebagai Komisaris Utama, Ruben Muljadi
sebaggii Komisaris;

Bahwa Terlapar 11 didirkan pada ranggal 7 Juni 1988 di hadapan Notaris Benny
Kristiunto, SH dengan nama PT Subentra Nusantra yang kemudisn diubah pada
tanggal 14 Desember 1998 menjadi PT Nusantarn Sejahters Raya, dengan
komposisi kepemilikon saham terakhir udalah PT Harkatjaya Bumipersada sebesar
H0% dan PT Adi Pratama Nusantara sebesar 20%, dengan susunan kepengurusan
terakhir ndulah Harris Lasmana sehagai Direktar 1tma, Suryo Suberman dan Tn
Rudy Anitio masing-masing sebagai Direktur, Lukshmi Harris Lasmona sebagai
Komisaris Utama, Melia Suberman dan Arif Suberman masing-musing sebagai
Komisaris;

Terlapor 111 dan perusahaan perbioskopan yang dimilikinys adalah perusahann vang
mengoperasikan hioskop-bioskop 21 yany selunjutnya disebut Group 21;

Buhwa film impor yang masuk ke Indonesin tidak hanya film-film yang diprodutsi
oleh anggata MPA, namun juga film-film yang diproduksi oleh perusahasn selain
angpotn MPA; - -

Bubwa wotal judul film yong diimpor oleh importir-importic di Indonesia, pada tahun
2001 sebanyak 212 (dua ratus dus belas) judul film, sedangkan untuk tahun 2002
sebanyak 270 (dua ratus tjub puluh) judul Glm;-
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214, Bahwa Terlapor | puds tahun 20010 mengimpor 30 (tiga puluh) judul film dar 212
{dua mtus dus belas) film vang diimpor (14.15%) ke Indonesia, sedangkan pada
tuhun 2002 mengimpor 29 (dua pulub sembilan) judul fitm dari 270 (dua ratus ujub
puluh) judul film yang diimpor (10,74%) ke Indonesia; |.

21.9.  DBahwa Terlupor 11 pada tahun 2001 mengimpor 36 (tiga puluh enam) judul flm dari |
212 (dua ratus dua belas) film yang diimpor (16,98%) ke Indonesia, sedangkan pada '
fahun 2002 mengimpor 39 (tiga pulub sembilan) judul flm dari 270 (dua rns tujuh |
puluh) judul film yang diimpor (14,34%) ke Indonesia; |

2110, Bahwa dalam melakukan kegiatannya, Terlapor | membuat perjanjian dengan
Columbia Tri-Star Film Distributors, Inc. sejak | Juli 1991 dalam henmuk
Distribution and Technical Services Agreement, dengan United International
Pictures sejak 30 Mei 1991 dalam bentuk Distribution Agreement, dan dengan
Buena Vista International, Inc. sejuk 25 Agustus 1992 dalam bentuk Dissribution

Agreement,—-

2101 Bahwa dalam melakukan kegiatannya Terlapor I membuat perjanjian dengan
Twentieth Century Fox International Corporation sejuk 1 Juli 1991 dalum benmk
Indepvesitar ENisiritaition Apreemont dan dengan Wamer Bros Intemational Theatrical
Distribution  sejak | lanuari 1998 dalam  bentuk  Distribution Agreement

{nglanenial, e L

2112, Babwa pada intinya perjanjian-pecjanjian tersebul menunjuk Terlapor 1 sebagai
distributor  film produksi Columbia Tri-Sur  Film Dismibutars, I[ne., United
International Pictures Buena Vists International, Inc.; dan menujuk Terlupor 11
sehagni distrinbutor film produksi Twentieth Century Fox International Corparation
dan Warner Bros International Theatrical Distribution untuk wilayah Indonesia yang
memperoleh sejumiah imbalan (fee) dengan persentuse tertentu dar hasil kotor
permtaran film;

2113, Bahwa film yang difmpor dan didisteibusikan oleh Terlupor | dan Terlapor 11 adalah
film dalam bentuk gulungan pita seluloid 35 mm yang mempunyal 5 (Hma) rel atan
lehib setiap judulnya dengan durssi pemutarn sekitar 20 {(dua puluh) menit atay
lehib setiap relnya;-—-—

2014, Babwa jumlah copy per judul film yung diimpor olch Terlapor | dan Terlapor 11
ditentukan oleh MPA berdasurkan pertimbangan bisnis dan tidak selaly sams untuk
masing-masing judul Alm. Jumlah copy berkisar antars 1 (satu) hingga 35 (tiga
puluh limu), . - ——

1
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21.15. Bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 1T mendistribusikan film secara langsung sty
melalui distributor lain kepada biaskop-bioskop Group 2] dan bioskop-bioskop pon-
21 berdasarkan pertimbanizan teknis dan =konomis sebagai berikut-

21.16,

2117,

21.15.1.

Rerkantan dengan pertimbangan teknis, Terlapor [ dan Terlapor 11 tidak
pernah mendistribusikan 1 (satu) copy film untuk 3 (riga) bioskop
meskipun secura teknis hal it bisa dilakukan, namun berisiko tingg.
Mekanisme yang dilakukan adalah | {satu) copy film diputar di 2 (dua)
bioskop yang jarak tempulnya kurang dari 20 menit;

Berkaitan dengan pertimbangan ckonomis, Terlapor | dan Terlapor 11
dalam mendistnbusikan film mempertiimbangkan jumlsh copy yang
tersedia dan prionitas wilayah berdasarkan perolehan pendapatannya
termusuk pertimbangan HTM bioskop yang lebih nggi;

Buhwa dalam mendistribusikan film Terlapor [ dan Terfapor 11 melakukanrya

sebagal berikur:

21.16,1,

215162,

21161,

2L164.

21165

21.16.6,

21.16.7.

Distribusi film untuk wilayah Jakara dilakuksn secara langsung olch
Terlnpor | dan Teclapor 1 atau melalw PT Cancer Mas;—--

Distnbusi film untuk wilayah Bekasi, Bandung, dan Cirebon dilakukan
uleh P Kharisma Jabar Film;

Distribusi. film untuk wilayah Bogor, Depok, dan Tangerang dilakukan
aleh PT LIA Film;

Distirbusi film untuk wilayah Semarang dilakukan oleh PT Sanggar
Film; -

Distribusi film untuk wilayah Sursbaya dan Malang dilakuksn oleh PT
Indo tkis Mundiri dan PT Soraya Film;

Distribusi film uoruk wilayah Medan dilakukan oleh PT Kumia Indah
[ntipelang; e

Distribusi film untuk wilayah Lampung dan Makassar dilakukan oleh PT
PAN Asmtic Film, Khusus wilayah Makassar, PT PAN Asiatic Film
menyerahkan kepuda T Muln Permai Filny -

Bahwa dan penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap
pengusaha bioskup di 15 (lima belas) kots hanya ditemukon | {satu) pengusalu
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bioskop di Kot Makassar yang menyatskan sulit mendapatkan film mpor dan
Terlapor I dau Terlapor 11;---

2108, Bahwa konsep awal didinikannya bivskop baru di kots Makassar pada akbir whun
2001 oleh kelompok usala Swe Zhe adalah untuk bersaing dengan bioskop-hioskop
yung telah ada scbclumnys, baik dalam bentuk variasi film-filim yang akan
ditayangkan maupun pelayanannya, hal tersebut dapat dijclaskan sebagni berikut:—

21181,  Lokasi Swe Zbe Cinema hanyn berjarak kurang lebih 200 meter d&i
schelah kin bioskop Studio 21 milik Terlapor 111

21182, Termtegrasinya bioskop Swe Zhe Cinema dengan perusahasn impornr
flm PT Swe Zhe Filn mencerminkan sdanys maksud untuk memenubi
kebutulun film yomg akan ditayangkan di bioskop Swe Zhe Cinema oleh
kelompoknys sendiri dan mencerminkan tingkat ketergantungan yang
rendah dan pasokan fim vang diimpor Terlapor | dan Terlapor [T;-———

21.19. Buohwa pada perkembangannya Swe Zhe Cinema ndak dapat menyaingi daya tank
duri bioskop Studio 21 milik Terlapor 111, dengan hanys mengandalkan film-film
yang dirmpor oleh PT Swe Zhe Film, schingga per bulun Maret 2002 pihak Swe Zhe
Cinema meminta kepada Harris Lasmana agnr diberikan kesempatan untuk memutar
film-film dari Terlapor 1 dan Terlopor 11, yang pada akhimya per bulan Mei 2002
Harnis Lasmana memberikan film-film yang diimpor oleh Terlapor | dan Terlapor |1

kepada Swe Zhe Cinema;

21.20, Bahwa proses penciptaan citrn bioskop Group 21 tidak terlepas dari pengaruby film-
film unggulan produksit MPA yang divmpor oleh Terlapor | dan Terlapor I1. Dalam
perkembangnnnya Terlapor 11 berhusil menciptakan frend pasar bioskop tersendiri,
baik berkaitan dengan fusilitas maupun pelayanan yang diberikan, Hal tersebut
membawi dampak (erkonsentrasioyo pelaku usaba lain di pasar hersangkutan
Terlapor 1 dan Terlapor 11, karens penayangan di bloskop Group 21 dapat
menghusilkan keuntungan yang optimal;

21.21. Bubwa pelaku usaha lain dan amu pelaku usaha baru yang aken masuk di pasar
bersangkutannya bioskop Group 21, secara faktual haros menyesuaikan dengan
stundar tasilitas dan pelayanan seperti dimiliki aleh bioskop Group 21— —eemeeee

b
b

- Bahwa Terlapar U1 memiliki 63 (enam puluh tiga) bioskop yang terscbar di 25 (dua
puluh lima) kota yuitu Jukarta, Bekasi, Cikarang, Tangerang, Pamulang, Depok,
Setpong, Cilegon, Bogor, Bandung, Cimnabi, Cirebon, Semarang, Surabaya, Malang,

[ 2]
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V2N

Semarinds, Denpasar, Maknssar, Manado, Bandar Lampung, Jambi, Batam,

Palembang, Meédan dan Banda Aceh;

Bahwa gambaron struktur pasar bioskop i masing-musing kota yang terdapat
binskop Group 21 pada akhir tahun 2002 adalah sebagai berikut: e ——

21.23.1,

21232

21234,

11235,

21,236,

TL2XT,

21238

L1239,

21,2310,

212311,

212312,

di kota Randa Aceh tidak terdapat bioskop non-21 vang sekelas dengan
hinskop Gajah 21,

di kota Medan terdapit 2 bioskop non-21 yuitu bioskop President dan
Studio Perisai 456, yang sckelas dengan bioskop Empire 21, hioskop
Thamrin 21, bioskop Plaza 21 dan Studio Perisai 123 2] j-emeemremermaees

di kota Jambi terdupat | bioskop non-21 yaitu bioskop Sumaters yang
sekelus dengan bioskop Telanai 21;

di kotn Butam tidak terdapst bioskop non-21 yang sekelss dengan
bioakop Studio 21;

di kotn Palembang tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan
bioskop Pluza 21 dan bioskop Internasional 21;

di kots Lumpuny tidak terdupat bioskop non-21 yang sekelas dengan
bicskop Kartim 21—

di kotn Bandung terdapat 3 bioskop non-21 yatu bivskop Regent,
hioskop Nusantara, dan bioskop Galuxy yang sekelas dengan bioskop
BSM 21, bioskop BIP 21 dan bioskop Kiara 21;

di kow Bogor terdapat | bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop
Cinere 21 dan bivskop Sartika 21;

di kot Depok tidak terdaput bioskop non-21 yang sekelas dengan
bioskop Depak 21 --eee

di kot Dekasi tiduk terdapat bloskop nen-2] yang sekelas dengan
biaskop Metropalitan 21 dan Pratama 21; —rere

di kot Cikarang tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan
bioskop Lippo City 21;

i kota Cimahi tidak terdaput bioskop non-21 yang sekelas dengan
bioskop Cimahi 21,

Is
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212313,

21.23.14,

IE2L1%

21.23.16.

212317,

212318,

21.23.1%.

218312,

21.23.23,

di kota Circhon terdupat 2 bioskop non-21 vaitu bioskop VIP dan
bioskop Galaxy yang sekelas dengan bioskop Grage 21 dan Studio 21;--

di kotn Serpong fidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan
biogkop BSD 21;—- —

di kota Tangerang tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan
hioskop Lippo Karawaci 21 dan bioskop Modemn 21;

di kota Cilegon tidak terdapat bioskop non-2]1 yang sekelas dengan
bioskop Cilegon 2| ;-

di kota Jakarta terdapat 5 bioskop non-21 vaitu MPX Grande, Jakarts
Theatre, Viva, Slipi dan Buaran yang sekelas dengan bioskop-bioskop:
Senayan 21, Holvwood KC 21, Gading 21, Anggrek 21, Atrium 21,
Arion 21, Citra 21, Cyantung 21, GM 21, Kalibata 21, Metropole 21,
Megn 21, Pondok Indah 21, Puri 21, Roxy Mas 21, Sunter 21, TIM 21,
Wijsya 21, Blok M 21, dan Bintarc 21

di kota Pamulang tidak terdapat hieskop non-21 vang sekelas dengsn
bioskop Pamulang 21;

di kota Semarang terdapat 2 bioskop non-21 yaitu Plaza dan Atrium vang
sekelas dengan bioskop Citra 2] ;-—

.dikumh!ﬂungﬁdnkurdmhhknpmllmuk:mdmgm

hioskop Deny 21, toskop Mandala 21 dan bieskop Saringh 21 :eee—eees

- di kotn Surshays tidek terdapat bioskop non-21 vang sekelas dengan

biaskop JM 21, bioskop Surabaya Theatre 21, hioskop Mitra 21, biockap
Tunjungan 21, bioskop Empire 21, bioskop Delta 21, bioskop Galaxy

20

i kot Denpasar tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan
biaskep Wisam 21;

di kota Samarinds tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan
bioskop Smdia 21;

- di kots Makassar terdapal 2 bioskop non-21 yaim bioskop Makassar

Theatre dan bioskop Swe Zhe Cinema yang sekelas dengan bigskop
Studio 21 ;-

37



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

212325, di kota Monudo ridak terdapat bioskop non-21 yang sekelas demgan
bioskop Studio 21;

21.24. Bahwa Terlapor 111 adalah pemilik saham mayoritas di & (Jelapan) perusabaan
perbioskopan yailu PT Kartika Insani Raya, PT Gading Adi Permmi, PT Sanggor
Usaha Mandiri, PT PAN Mitra Sembada, PT LIA Anugerah Semesta, PT Perisai
Permata Buana, PT Kharisma Maju Abadi, dan PT Intra Mandini dan melalus 2
{dua} dari § (delapan) perusahuan tersebul adalah pemilik saham mayoritas di 3
(tiga) perusahaan perbioskopan lainnya;

21.25. Bahwa i Surabaya, Terlapor 111 adalah pemilik saham mayoritais 2 (dua)
perusatuan perbioskopan yaitu PT Intrn Mandiri sebesar 98% dan PT Wedu Mitra
sebesar 70% melalu PT Intma Mandin;

21.26. Bahwa di kots Makassar, Terlapor | dan Terlapor 11 mendistribusikan filmoya
sebagad bertkut:—-- -

21260, Terlapar I dan Terlapor 1l mendistribusikan | (sutu) copy film untuk 1
(sam) judul film melalui PT Pan Asiatic Film vang kemudian
disubdistribusikan lag: meinln PT Multi Perma Film;

21.26.2.  Bioskop yang memutar film dimaksud adalah bioskop Makussar Theatre
din breskop Studio 21 --eme- -l

21263, Scjak tanggal 16 Mei 2002, bioskop Swe Zhe Cinema diberikan
kesempatan untk memutar film MPA pada kesempatan first rum
bersamuan dengan hioskop Studio 21;

11264, Sejuk tanggal 11 September 2002, jumlsh copy film MPA yung
didistribusikun ke kota Makissar sebanyak 2 (dus) copy film karena
permuntsan Swe Zhe Cinema untuk dapat memutar film secara
bersamuan;

21.26.5.  Pendistribusian 2 (dua) copy film ke kota Makassar mengakibatkan
mundurnyn jadwal keseluruhan pemutaran film tersebut, karena harus
menunggu 1 {satu) copy film wmbahan dar tempat lain;--

21.26.6.  Terlapor | dun Terlapor 1 pernah menghentikan sementara pasokan film
ke bioskop-bioskop i kota Makassar, karena adanya kebijakan Tata
Edar Film oleh Pemerintali kota Makassar yang dituangkan dalam bentuk
SK Walikota Nomor 542002 Namus demikian SK tersebut kemudian
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ditunda pemberlaknnya sampai dengan Februani 2003 dengan SK
Walikota Nomor 562002:

21.27. Bahwa Terlapor 1, Terapor 11, dan Terlapor 111 berada dalam satu kelompok usaha
yang memiliki keterkaitan vang erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan
film, yang dapat dijelaskan schagai berikut:

21273, Pewerikswun terhadup Terlapor 1, Terlapor 11, dan Terlapor 11 seialy
diwakili oleh orang-orang vang sama, yaitu Hamis Lasmana, Suryo I
Suberman. Jimmy Heranto dan Tri Rudy Anitio;

21272, Harris Lasmana adalsh Direktur Utama Terlapor 1, Terlapor 1T, dan di 2
(dua) perusahuan perbioskopan milik Terlupor 111, Komisaris salah satu
perusahaan perbioskopan milik Terlapor 1. dan Direktur di 4 {delapan)
perusahaan perbioskopan milik Terlapor 111;

282758 Jimmy Henanto yang merupakan salah satu pemilik saham Terlapor 11
menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor 11 dan di 2 (dus) perusahaan
perbioskopan milik Terlapor 111, dan Direktur di 6 {cnam) perusahaan
perbioskopan milik Terlupor [1;—-—

21.27.4.  Suryo Suberman ndalab Direktur Terlapor 111 dan puda sast yang suma
menjabit  sehapgsl Komisars Utama di 9 {sembilan) perusahasn
perbioskopan milik Terlapor 111

21.28. Bahwa Suryo Subermun sejak tangpal 13 Januari 2003 relsh mengundurken diri dari
jubatannyu  sebugsi  Komisaris Utama di 4 (empat) perusahaan kelompok
biaskopTerlapor 111 yaim: PT Kartika Insani Raya, PT Goding Adi Permai, PT
Sanggar Usabha Moadini, dan PT Wedu Mitr;

2129, Bubwa Harrds Lusmang sejuk taoggal 13 Januari 2003 telah mengundurkan diri dan
Jabutannyn sehagai Komisaris di 2 (dun) perusahaan bioskap Group 21 vaim: PT
Kartikn Insam Raya dan PT Pan Mitra Sembada, tebagai Direktur di 4 (empat)
perusahaan bioskop Group 21 yaitw: PT Guding Adi Permai, PT Trimanunggal
Khartsma Subentrn, PT Sangpar Usaha Mandisi, dan PT Perisai Permata Buana,
sehupai Komisaris Utama sebuah perusabaan distributor film yaitu PT Indo Tka
Mandiri;— e .

22 Menimbing bahwa scbelum melakukan penilaian, Majelis Komisi perlu menjelaskan hal-
hatl sebaga berikit e PO SERE

R}
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12.1. Bahwa kegintan usaha yang menjadi obyek pemeriksasn dalsm perkara ini adalah
lasn distribusi dan  jasa penayangan film impor yang berbentuk gulungan pita
selulond 35 mm beserta hasil duplikasinya;

222, Bahwn pasar bersangkutan  dalam perkara imi adalsh pasar bersangkutan
pendistribusian film  impor ke bioskop di Indonesia dan pasar bersangkutan
penayangan film impor di bioskop di liap-tinp kota:

213, Bahwa bioskop dalam perkara ini adalah bioskop yang memutar film impor first run
di tiap-tap kota vang bersangkutan;

224, Bahwa praktek diskriminasi dalam perkira imi adalsh prakek diskriminasi dalam
Jasa pendistribusian Glm terhadap pelaku usaha bioskop;

Menimbang hahwa berdasarkan fakta-fakia di atas, Majelis Komisi menyimputkan hal-hal
sehagai berikut:

23.1. Bahwn Terlapor | dan T erlapor 1 dengar Terlapor 1T terintegrusi secam vertikal
dalam rangkaion jasa pendistribusian dan penayangan film mpor MPA. namun
pengunsaan tersebut di bawah S0 % dan keseluruhan film impor sehingn bukan
merupakan integrasi vertikal sehaguimana dimaksud Pasal 14 UU No. 5 Tahun
1999, . e

23.2. HBahwa permnjian yang dibusl oleh Terlapor 1 wtuu Terlapor 11 dengnn beberipa
sogpole MPA tdak memuut persynrnlun-persyuratun mengenat keharusan gnmk
memasok kembali film kepada pihak tertenty dan aray pada tempat terenty, atay
mengenst keharusan Terlopor | dan Terlapar 1T bersedin membeli barang dan atay
Josa Inin dari pihak MPA, aty mengenal hargs atay potongan-potongasn tertenty
dengan syarat membeli barany dan atay Jasa lain atay tidak akan membeli film dari
produsen lnin, sehingga perjunjian tersebut bukun merupakan perjanjian terturup
sebagaimana dimaksud Pasal |5 1UU No. 5 Tahun 1999; eeee

233, Bahwa Terlupor T dan Terlapor 11 telah menguasar distribusi film impor MPA,
namun penguasaan tersebut kurang dari 50% keseluruhan film impor pada tahun
200 dan 2002, sehinggn kegiatan yang dilakukan Terlapor 1 dan Terlapor 11 bukan
merupakan kegutan monopoli sehagaimang dimaksud Pasal 17 UU No. § Tuhun
T i s - s

234 Bahwa meskipun Terlapor 111 thengiisal pangsa pasar bioskop firss run di sebagian
besar kofs, namun tdak diternukan bukti adanys prakiek monopoll dan atay
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persmngan usabu tidak sehit scbagammana dimaksud Pasal 17 UU No. § Tzhun
1999;

215 Bahwa jumlah film yang diimpor oleh Terlapor | dan Terlapor 11 tidak lebih 50% [
dari keseluruban film impor, sehingga bukan merupakan kegiatan monopsoni
sebagabmuna dimaksud Pasal 18 UU No. 5 Tahun 194
|

23.6. Babwa film-film impor yany ditaysngkan di hioskop-bioskop milik Terlspor 111
tidak bersifat murually cvclusive arunya flm-film tersebut bisa Jugs ditayangkan & |
bioskop non-21 pads saat bersamaan dan tidak ada puksaan bagi importir film unink |
memasok lilmnya ke bioskep Group 21, sehingga bukan merupakan kegiatan [
monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No. 5 Tahan 1999

23.7. Bahwa Terlapor | dan Terlapor T mendistribusikan film mpar kepada bioskop
Group 2! dan kepada bicskop non-21 berdasarkan pertimbangan feknis dan
ekonomis, sehingsa bukan menipakan prakiek disknminasi schagaimana domaksod
Pasal 19 huruf d UL/ No. 5 Tahun 1999;

13.8. Bahwa penguasaan film impor oleh Terlapor | dan Terlapor IT adalah kurang dari
50P%, schmgys Terapor | dan Terlapor 11 tidak berads pada posisi monopoli dan
Mmuimﬁdﬂhmhmhmﬁidmmnmmmm?mdﬁm
(2) ULl No., 3 Tahun 1999

13
©

BahmmhpsmTﬂhmeﬂbmd:duhmpnsiﬁcﬁmﬁmmgniumudhmhd
Pmul!i:y::ﬂ}diﬂngmnbmkmn,nmﬁdnkiﬁmwhukﬁuhn}m
peielapan syamt-syarst perdagangan untuk mencegah dan atau menghalangi
kummmnnmmmuhhjmmmﬁhnmhﬂmhgmmh;ipuu
nmnmgwwummwhﬁmbﬂmmimm
schinges tidek memenuhi ketentuan Pasal 25 UU No, 5 Tahun 1999

2310, Bahwa Harris Lasmana dan Suryo Suherman menduduki jabatun rangkap pads
Jahatan-jabatan strategis &i beberapa perusahasn importir film dan ata perusahuam
bicskop yang hal i berpotensi besar untuk timbulnys praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, akun tetspi sumpa dengan berakhimya pemeriksaan
Majelis Komisi belum menemukan cukup buku untuk menyaiakan perangkapan
jubatan tersebut mengakibatkan terjadinys proktek monopoll dan persaimgan ridek
schat. schagaimana dimaksnd Pasal 26 11U No, 5 Tahun 1999:

2301 Babwa Terlapor 11 terbukti memiliky saham mayoritas di beherapa penusabann yang
hergerak dibidang perbioskopan yaim PT Intra Mandiri dan PT Wedu Mitra di pasar
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bersangkutan yang sama yeite di Surabaye Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh
kedua perusahaan tersebut menguassi lebih dari 50% pangsa pasar, schingga
kepemilikan saham Terlapor TIT tersebut memenuhi ketentuan Pasal 27 UL No, 5§
Tahun 1999,

23.02. Bahwa fidak ditemukan bukti bahwa Terlapor 11 melakukan kegiatan
pengambilalihan sahom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2% aynt (2) UL No.
Tuhun | 9949,

23.13. Bahwa ada upava Pemerintah kota Makassar untuk mengatur tata edar film di kota
Mukassar;

Mmhnhnughahw:pmpm:hmdiﬁHmﬁsLm:hnSmuthmdlﬁjlhm
dh!hidibubnmpmmhmnymgmnﬁﬁﬁhﬁut:ﬂmmtdlhmbm;pmﬁmihﬁm
mmﬂmmlﬁmmpimmimwkmkwwmi
penyulahgunsan perangkapan jabatan;
Mengingat Pasal 43 angks 3 UU No. § Tahun 1999- —

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor | yuitu PT Camila Internusa Film dan Terlapor 11 yaim PT Satrva
Perkusa Esthetika Film tidak terbukii melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 UL) No. S Tahun 1999

Menyatakan Terlapor 11] ﬂmﬂﬂwwmmwmm
15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999;-

Menyatakan Terlapor | yaitu PT Camiila Internusa Film, Terlapor 11 yaitu PT Satrva Perkasa
Esthetika Tilm, dan Terlapor 11 yaity PT Nuwsantara Sejahtera Rayn tidak terbuku
melanggar Pasal 14 LU No. § Tahun 1999

Menyatakan Terlapor [IT yaitu PT Nusantarn Sejahtern Raya terbukt secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999, _.

Memerintahkan kepada Terlapor 111 yaitu PT Nusantara Sejuhtera Raya untuk mengurangi
kepemilikan sshamnya di PT Intra Mandini dan atau i PT Wedu Mitrn atau mengambil

4
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tindukan lain schinggn tidak melanggar pusal 27 dalun waktu 48 (empat puluh delapan)
hari terhitung sejak tanggal dibacakannys Putisan iniis——--esresesssoeesssssmmmaseees

6. Menghukum Terlapor NI yaitu PT Nusantara Sejahters Raya untuk membayar denda Rp
1.D00.DOO.VO0 (satu milyar rupinh) apabila Terlapor 111 tidak melaksanakan diktam 5 { lima)

o atas; - i shis

7. Menghukum Terlapor 111 yaita PT Nusantsra Sejahtera Rayi untuk membayar denda
keterlambatan scbesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai denda yang dikenakan uniuk
setip han keterlambatan tidak melaksanakan diktum 6 (enam) hingga hari ke-30;

b Apabila batns wokin schapaimems dimnksud dalam diktum 7 {mjuh) terlewati, maka
Putusan mi akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikun sesuai peraturan
perundang-undangan yang: berlaky; -——no e e

Y. Menyarankan Walikota Makassar untuk mencabut SK Nomor 542002 atay mengambil
nindakan lam, sehingga tidak terjad) pengaturan 1ata edar film:

Demikian putusan ini ditetspkan dalam Sidang Majelis Komisi pada ban Selasa, | April 2003
dan dibacakan dimuka persidsngan yang dinvatakan terbuka untuk ymum pada han vang sama
aleh Majelis Komisi vang terdin dari Faisal Hamsan Basri. SE. MA sebagai Keina Majelis,
Dr. Syamsul Maarif, 5.H., LLM dan Ir. Tadjuddin Noer Said masing-masing schagai Anggota,
dibantu alch Siswanto, SP, Setyn Budi Yulianto, S.H., Harun Al Rasyid, S.H., MH, dan Dedy

Sami Andi, SE masmg-masing sebaga Investigator.

Anggota Majelis Komisi Ketua Majelis Komisi Angeota Majelis Komisi

Dr. Syarisul Maarif, S11, L1 M Farsal Hisan Basn, SE., MA, Ir. Tadindin Noer Said
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